
 
 

 
 

PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA 

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF MAS{LAH{AH 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Syariah  

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  

Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

Oleh: 

PUTRI LILI RAHMAWATI 

NIM. 1917303061 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI 

PURWOKERTO 

2024 



 
 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

Dengan ini, saya: 

Nama   : Putri Lili Rahmawati 

NIM   : 1917303061 

Jenjang  : S-1 

Jurusan  : HES & HTN 

Program Studi  : Hukum Tata Negara 

Fakultas  : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “PEMBATASAN MASA 

JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF MAS{LAH{AH” ini 

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan 

orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya 

yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar 

pustaka.  

 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik 

yang telah saya peroleh.  

 

       Purwokerto,  

       Saya yang menyatakan, 

   

        

 

       Putri Lili Rahmawati 

       NIM. 1917303061 

 

 

 

 

ABABIL BIRU
Typewritten text
21 Desember 2023





 
 

iv 

 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

    Purwokerto,  

Hal  : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Putri Lili Rahmawati 

Lampiran : 4 Eksemplar 

      Kepada Yth. 

      Dekan Fakultas Syariah UIN 

      Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto  

 

Di Purwokerto 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

 Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui 

surat ini saya sampaikan bahwa : 

Nama   : Putri Lili Rahmawati 

NIM   : 1917303061 

Program Studi  : Hukum Tata Negara 

Fakultas  : Syari’ah 

Judul   : PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA  

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  

KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021  

PERSPEKTIF MAS{LAH{AH. 

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). 

 Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  

 

       Pembimbing, 

 

        

 

       M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. 

       NIP. 198108162 023211 011 

ABABIL BIRU
Typewritten text
21 Desember 2023



 
 

v 

 

“PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42.PUU-XIX/2021 

PERSPEKTIF MAS{LAH{AH” 

ABSTRAK 

Putri Lili Rahmawati 

NIM. 1917303061 

 

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

Purwokerto 

 

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa di dalam undang-undang bertujuan 

untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi undang-

undang yang dinilai sebagai bentuk penjagaan bagi hak konstitusional justru 

merugikan hak konstitusional warga negaranya. Dapat dibuktikan pada penjelasan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam 

penjelasan Pasal 39 ayat (2) adanya ketidakpastian hukum tentang pengaturan 

periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Permasalahan ini akhirnya diuji materilkan 

ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan hasil dengan diterbitkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan 

Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana pertimbangan 

hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, khususnya 

dilihat dari perspektif mas{lah{ah. 
Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer pada penelitian ini 

adalah Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan karya tulis 

lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan konseptual. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode content 

analysis.  

Hasil penelitian menujukan bahwa: pada pertimbangan dan putusan hakim 

dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, MK mengakui bahwa ketentuan 

pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa justru 

menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa berpotensi menyebabkan Kepala 

Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode. Peninjauan dari mas{lah{ah tentang 

pembatasan masa jabatan Kepala Desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip 

mas{lah{ah. Tujuan diterapkannya pembatasan masa jabatan Kepala Desa agar tidak 

munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh 

Kepala Desa. Dan pembatasan masa jabatan yang sudah dipertegas oleh putusan 

Hakim tersebut sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana Hakim dalam setiap 

mempertimbangkan dalil pemohon harus selalu menggunakan nalar yang 

berorientasi pada asas kebermanfaatan.  

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatasan Masa Jabatan, Kepala 

Desa, Mas{lah{ah 
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MOTTO 

 

“Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
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membiayai kuliah sampai selesai, berkat do’a, dukungan, perjuangan, keikhlasan, 
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Terimakasih sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah 

berjuang, bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Karya tulis ini menjadi hal 

yang sangat spesial bagi penulis, karena menjadi penanda selesainya proses belajar 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’   T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج 

 H{à H{ Ha (dengan titik di ح 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 

 Dal D De د

 Za|l Z| Ze (dengan titk di ذ

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

  Syin Sy Es dan ye ش

 Sa{d S{ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Da{d D{ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta{ T{ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za{ Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 
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  Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah _‘ Apostrof ء

 Ya’ Y’ Ya ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعددة 

 Ditulis ‘iddah عدة 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة 

 Ditulis Jizyah جزية

 
Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah 

terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.  
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D. Vokal Pendek 

  َ  Fathah Ditulis A 

  َ  Kasrah Ditulis I 

  َ  D’ammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1.  
Fathah+Alif 

 Ditulis جا هليه

A 

Jᾱhiliyah 

2.  
Fathah+ya’ mati 

 Ditulis تنسى 

A 

Tansa> 

3.  
Kasrah+ya’ mati 

 Ditulis كري 

I 

Karīm 

4.  
D’amah+wawu mati 

 Ditulis فروض 

U 

Furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1.  
Fathah+ya’ mati 

 بينكم

Ditulis Ai 

Bainakum 

2.  
Fathah+wawu mati 

 قول

Ditulis Au 

Qaul 

 

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت 

شكرتم لئن  Ditulis La ‘in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

a. Bila diikuti huruf Qommariyyah  

 Ditulis Al-Qur’ān القران 

 Ditulis Al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.  

 ’Ditulis As-Samā السماء

 Ditulis Asy-Syams السمش
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak merdeka, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan 

sistem otonom pada sebagian daerahnya yang bersifat istimewa, karena 

memiliki susunan perangkat daerah asli seperti desa di Jawa, negeri di 

Sumatera Barat, dan margadi serta dusun di Palembang. Telah dijelaskan juga 

oleh Ni’matul Huda dalam bukunya bahwa konsep desa yang otonom itu 

sesungguhnya bersifat orisinil, artinya desa dalam hal mementingkan 

kesejahteraan rakyatnya didasarkan pada adat istiadat dan sistem nilai budaya 

masyarakat setempat dan tidak terlibat dalam adopsi eksternal.1 Karena desa 

ini sudah ada sebelum Belanda datang ke Nusantara.  

Desa berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena 

memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat yaitu dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera. Karena kedudukannya tersebut maka desa diatur dalam 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang pada pasal 1 ayat (1) 

pengertian desa dinyatakan sebagai berikut: 

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

 
1 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 

Kemerdekaan Hingga Reformasi (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2-3. 



2 

 

 
 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten yang menjadi implikasi 

dari adanya konsep desentralisasi.2 Penyelenggaraan pemerintah desa diatur 

dalam Undang-Undang Desa. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bagaian dari penyelenggara 

administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik 

Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 

tentang Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang 

Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa.  

 
2 Dinoroy M. Aritonang, “Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Legalisasi Indonesia, vol. 12, no. 3, 2016. Diakses 

https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 13:20. 

https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415
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Pada dasarnya pemerintahan desa digolongkan sebagai bagian dari 

pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai 

kekuasaan pemerintahan daerah (local government).3 Dinyatakan dalam 

Undang-Undang Desa terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Yang kemudian dilanjutkan oleh Pasal 1 ayat 

(3) yang menjelaskan bahwa, “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa”. Oleh karena itu, di dalam Desa 

kewenangan tertinggi dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang biasa 

disebut dengan Kepala Desa.  

Meski dalam kedudukannya desa memiliki kekuasaan administrasi 

pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, secara umum pun tak 

luput dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan yang dimaksud tidak 

hanya dalam perihal masa jabatannya saja, namun juga dalam hal periodisasi 

masa jabatan. Hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata ditujukan dalam 

rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan di tingkat 

desa, melainkan juga guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

(power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa. Pembatasan kekuasaan 

ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana Undang-Undang 

 
3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 

hlm. 327.  
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dijadikan sebagai produk hukum yang berada tepat di bawah konstitusi selaku 

hukum tertinggi.4 

Seiring dengan perkembangan hukum, masa jabatan Kepala Desa 

kemudian diatur terpisah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang mana hadir dalam Undang-Undang 

tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selaku 

undang-undang termutakhir. Undang-Undang ini tidak beda jauh dengan 

undang-undang sebelumnya yang sudah dijelaskan yaitu memuat tentang 

pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Terlihat ada perubahan periode masa 

jabatan Kepala Desa dari awal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Tetapi baru-baru ini muncul berita tentang wacana terbaru akan 

dilakukannya revisi UU Desa, yang mana menurut Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 

menegaskan yang melatarbelakangi urgensi revisi UU Desa tidak semata-mata 

terkait dengan aspirasi perpanjangan Kepala Desa, tapi jauh ada hal lain yang 

lebih besar, umum, dan rumit dari itu serta strategis. Diantara yang 

melatarbelakanginya antara lain status desa dalam tata kelola pemerintahan 

NKRI, kewenangan desa dan pemerintahan desa dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga desa dan kepentingan masyarakat desa, alokasi dana 

 
4 Widya Rahadiyanti, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI 

Nomor 42/PUU-XIX/2021)”, Skripsi diterbitkan , Universitas Nasional, 2022, hlm. 4-5. 
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pembangunan desa yang bersumber dari APBN, status kepala desa dan 

perangkat desa, operasional pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa dan 

perangkat desa dan arahan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

Tabel 1.1 

Perbandingan Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 

Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 

1999 

Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 

Masa jabatan Kepala 

Desa paling lama 10 

(sepuluh) tahun atau 2 

(dua) kali masa 

jabatan terhitung sejak 

tanggal ditetapkan 

[Pasal 96]. 

Masa jabatan Kepala 

Desa adalah 6 (enam) 

tahun dan dapat dipilih 

kembali hanya untuk 1 

(satu) kali masa jabatan 

berikutnya [Pasal 204]. 

Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 

3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-

turut atau tidak secara 

berturut-turut [Pasal 39 

ayat (2)].  

Sumber: Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 

 

Pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 dituangkan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 

berturut-turut.  

 

Perlu kita ketahui juga penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: 

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk 
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mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara 

itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan 

untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.  

 

Dari Pasal 39 ayat (2) ini ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di 

dalamnya rupanya di kemudian hari dinilai telah menimbulkan persolan 

ketidakpastian hukum yang menyebabkan multitafsir banyak orang akan bunyi 

pasal a quo. Seperti yang terjadi di daerah Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seseorang yang 

bernama Nedi Suwiran yang merupakan seorang bakal calon Kepala Desa 

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

pengujian matreiil terhadap Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya yang 

kemudian tercatat dalam perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021.  

Menurut Nedi Suwiran sebagai pemohon ketentuan dari pasal tersebut 

belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”.  Serta Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional 

pemohon yang telah diberikan dan telah teracatat dalam Pasal 28D ayat (3) 

UUD 1945 yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta 

penjelasannya. Yang mana muatan materi dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penjelasan Pasal a quo, disatu 

sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan Kepala 

Desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi 

disisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) sepanjang 

perhitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali. Penjelasan dari 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dibuat 

dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap 

yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya.  

Nedi Suwiran merupakan seorang bakal calon Kepala Desa di daerah 

Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi 

Sumatera Selatan. Akan tetapi, tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri 

oleh Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat karena pemohon 

tidak memenuhi syarat yang disebabkan beda penafsiran antara pemohon 

dengan Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengartikan bahwa 

seseorang hanya dapat menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 kali masa 

jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah atau Undang-Undang sebelum dan setelahnya. Yang dimana pemohon 

telah menjabat 3 (tiga) kali yaitu: 

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan 

masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009. 

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan 

masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan juni 2015. 
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c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak 

terhitung masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021.5 

Yang menurut Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat 

pemohon dilarang untuk mencalonkan lagi untuk ke-4 (empat) kalinya, akan 

tetapi pemohon beranggapan lain bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

tentang Desa beserta penjelasannya bermakna ganda dan multitafsir. Hal yang 

membuat kesalahpahaman inilah membuat pemohon merasa Undang-Undang 

Desa yang melalui Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mangikat.  

Selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dalam amar 

Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, majelis hakim akhirnya mengabulkan 

pemohon untuk sebagaian. Mahkamah dalam amar putusan juga menyatakan 

penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mrngikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai, “Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi 

kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi Kepala Desa 

yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 

 
5 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 6. 
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undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (Satu) 

periode”.  

Mahkamah melalui Hakim Konstitusi dalam membacakan pertimbangan 

hukum mempertanyakan cara perhitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa 

jabatan Kepala Desa pada penjelasan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 

tersebut. Menurut Mahkamah, dalam praktik atas ketentuan tersebut 

memunculkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 periode, yang 

merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang dianut 

oleh UU Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian praktik tersebut dimungkinkan pula 

muncul berdasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU Nomor 32 

Tahun 2004. Keadaan ini rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan 

dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Untuk menghindari hal 

ini, perhitungan periodesasi masa jabatan Kepala Desa tidak hanya 

mendasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, bagi Kepala Desa yang 

sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang 

yang berbeda termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU Nomor 6 

Tahun 2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 

3 (tiga) periode. Sehingga perhitungan 3 (tiga) kali kali berturut-turut atau tidak 

berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 

didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai Kepala Desa. 

Selain itu, periodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk 

Kepala Desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di 

desa yang berbeda.  
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Berdasarkan Putusan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 memberikan penjelasan mengenai masa jabatan 

Kepala Desa jika diperhitungkan seseorang hanya dapat menjabat Kepala Desa 

selama 18 (delapan belas) tahun. Dan pada keputusannya Pemohon yaitu Nedi 

Suwiran tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai  Kepala Desa lagi 

karena jika pemohon terpilih kembali ia akan menjabat sebagai Kepala Desa 

selama 24 (dua puluh empat) tahun, yang tentunya hal tersebut telah melanggar 

Undang-Undang Desa dan melanggar prinsip dari pembatasan kekuasaan yang 

dianut oleh bangsa kita sendiri sebagai negara konstitusional.6 Pembatasan 

masa jabatan Kepala Desa merupakan perwujudan dari penyelenggaraan 

konsep demokrasi yang bercermin pada pembatasan masa jabatan publik 

lainnya seperti, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hanya menjabatan 

selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan 

pada jabatan yang sama.  

Pembahasan di dalam Islam itu tidak hanya sebatas mengatur pentingnya 

kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga mengatur kriteria seseorang yang 

memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, layak secara syariat, mampu untuk 

menegakkan hukum-hukum demi kemas{lah{atan umat, dan tidak ketinggalan 

pula mengenai aturan tentang masa jabatan. Pembatasan masa jabatan ini 

ternyata memiliki satu tujuan, yang mana tujuan tersebut yaitu untuk 

meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Di dalam kajian 

 
6 M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi. vol. 7, no. 4, 

2016, hlm. 1-8. Diakses https://doi.org/10.31078/jk741, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 14:30. 

https://doi.org/10.31078/jk741
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hukum Islam sendiri pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan tidak 

diatur secara mendetail, dan seorang pemimpin pada masa tersebut memegang 

kekuasaannya selama masih hidup dan mampu menjalankan 

kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam.  

Dalam hukum Islam ada suatu konsep yang namanya mas{lah{ah. 

Maslahah dapat dipahami sebagai suatu perkara yang secara akal mengandung 

maslahat yang tidak ada pembahasan dalam syara’ baik berupa larangan 

maupun perintah, namun ketika dipraktekan suatu aturan atau pedoman 

tersebut akan menimbulkan manfaat untuk banyak orang. Sa’id Ramadhan 

mengatakan bahwa mas{lah{ah dapat digunakan sebagai sumber hukum atau 

dasar pembentukan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum 

apabila memenuhi lima kriteria diantaranya mas{lah{ah masih dalam ruang 

lingkup tujuan syari’, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah, qiyas, 

dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi atau biasa 

dikenal dengan Dhawbit al-Mas{lah{ah.7 

Mas{lah{ah dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian skripsi ini. Jika 

dikontekstualisasikan ke dalam dunia modern sekarang atau sistem demokrasi, 

pembatasan masa jabatan sangat relevan diterapkan. Seorang Kepala Desa 

dalam sistem pemerintahannya dibatasi akan masa jabatan kepemimpinan pada 

waktu dan periode tertentu. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa telah 

tercantum dalam Undang-Undang tentang Desa yaitu pada Undang-Undang 

 
7 Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”, 

Jurnal al-Maslahah, vol. 15, no. 2, Desember 2019, hlm. 207. Diakses https://doi.org/10.24260/al-

maslahah.v15i2.1454, pada tanggal 2 Mei Pukul 16:00. 

https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454
https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454
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Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (2). Terhadap penelitian ini peneliti 

akan meneliti apakah putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 

tersebut sejalan atau sesuai dengan indikator-indokator mas{lah{ah. Oleh karena 

permasalahan tersebut, penulis tertarik dengan judul penelitian 

PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 

PERSPEKTIF MAS{LAH{AH. 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami dan 

memaknai judul, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang akan menjadi 

pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapaun penegasan istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembatasan Masa Jabatan  

Kata pembatasan berasal dari kata batas yang artinya perhinggaan, 

ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Kata batas tersebut membentuk 

beragam kata diantaranya, berbatas, membatasi, terbatas, perbatasan, 

sebatas, dan pembatasan. Dari banyak ragam kata tersebut memiliki arti 

yang berbeda-beda. Peneliti dalam penelitian ini mengambil kata dari 

pembatasan. Pengertian pembatasan ini adalah proses, cara, perbuataan 

membatasi.8 Selanjutnya kata masa mempunyai arti era, zaman, musim, 

tempo, atau saat.9 Sedangkan jabatan berarti sekumpulan tugas dan 

 
8 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 

146.  
9 A. Partanto Pius dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular (Surabaya: Arkola, 

2001), hlm. 441. 
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tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang 

kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun Sebagian. Jabatan 

menunjukan hal-hal yang dikerjakan, bukan merujuk terhadap orangnya.10 

Dengan demikian, pembatsan masa jabatan adalah perbuatan membatasi 

terhadap waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

memegang suatu jabatan atau melakukan tugas tertentu. Pembatasan masa 

jabatan yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu pembatasan masa 

jabatan dari seorang Kepala Desa, yang mana sudah dijelaskan bahwa 

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan.11 

2. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pejabat Perangkat Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur perekonomian desanya 

serta menjalankan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.12 Dalam 

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa mengatur tugas pokok dari Kepala Desa diantaranya, 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

 

 
10 Westra Patriata, Ensiklopedia Administrasi (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 

230. 
11 Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Jakarta: Januari 2014), hlm. 14-23.  
12 Pasal 1 Angka 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
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3. Mas{lah{ah 

Kata Mas{lah{ah berasal dari kata Sholahah yang secara arti berarti 

“baik” Masdar dari kata Sholeh yaitu “manfaat” atau terlepas daripada 

“kerusakan”. Mas{lah{ah merupakan suatu penetapan hukum yang bertujuan 

untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memelihara dari 

kemudaratannya. Namun, di dalamnya terdapat unsur maslahat yang hendak 

ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan syara’.13 

Dalam perkembangannya, kemaslahatan akan selalu muncul seiring dengan 

perkembangan masa. Terkadang mendatangkan manfaat juga bisa 

mendatangkan mudarat pada suatu masa. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Al-Qarafi bahwa tidak ada suatu mas{lah{ah yang tidak mengandung 

mudarat (mafsadah) meskipun hanya sedikit.14 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan perspektif mas{lah{ah untuk mengetahui kemaslahatan dari 

diterapkannya suatu pembatasan masa jabatan seorang Kepala Desa dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. 

C. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait Masa Jabatan Kepala Desa? 

 
13 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 344. 
14 Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fusul (Bairut: Daar al-Fikr, t.t), hlm. 78. 
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2. Bagaimana pembatasan masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Mas{lah{ah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait masa jabatan 

Kepala Desa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pembatasan masa Jabatan Kepala Desa 

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 

Perspektif Masl{ah{ah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, 

diantaranya yaitu manfaat dari segi teoritis dan juga manfaat dari segi 

praktis. Beikut penjelasannya:  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis dan pembaca, diharapkan mampu memperkaya wawasan 

pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan memberikan informasi 

tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa 
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b) Bagi akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan 

penelitian-penelitian ke depan dan mampu meningkatkan diskursus 

pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa 

c) Bagi kalangan pemerintahan khususnya DPR dan pemerintah yang 

membuat Undang-Undang. 

E. Kajian Pustaka 

Salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum melakukan penyusunan 

skripsi adalah dengan cara menelaah atau mengkaji terlebih dahulu terhadap 

pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal-jurnal dengan ketentuan 

harus memiliki relevansi dengan tema ataupun topik pembahasan yang diteliti 

oleh penulis. Kajian Pustaka atau sering biasa disebut dengan telaah pustaka 

ini merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-pelitian 

terdahulu yang mempunyai tema pembahasan sama. Tujuan dari adanya kajian 

pustaka ini untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu 

sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi serta penulis juga dapat 

terhindar dari plagiasi. Berikut beberapa pustaka yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, skripsi oleh Purna Hadi Swasono, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, yang berjudul “Analisis Fiqih Siya>sah Tentang Masa Jabatan 

Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf l Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa)”.15 Skripsi ini membahas masa jabatan kepala desa 

 
15 Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqh Siya>sah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi 

Terhadap Pasal 33 Huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, Skripsi 

diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).  
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yang fokusnya pada pasal 33 huruf l Undang-Undang Desa yang disitu 

menyebutkan: tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 

jabatan.  

Kedua, jurnal oleh Riza Multazam Luthfy, pada tahun 2015 dengan judul 

“Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”.16 Jurnal ini 

membahas tentang perbandingan pembatasan kekuasaan Kepala Desa melalui 

masa jabatannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

yang mana dalam Undang-Undang tersebut khususnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 mengalami kemerosotan dibandingakan dengan Undang-

Undang sebelumya yang ditinjau dari perspektif konstitusi (UUD NRI) dari 

hasil tinjauan tersebut masa jabatan Kepala Desa terkesan terlalu lama yang 

menyebabkan tidak adanya pembatasan dan bertolak belakang dengan arah 

politik Indonesia.  

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Nurisman, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022 dengan judul “Konstitusionalitas 

Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”.17 Skripsi ini membahas tentang 

urgensi periodisasi masa jabatan Lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD yang ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalahnya secara 

 
16 Luthfy dan Riza Multamaz, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, 

Jurnl Masalah-Masalah Hukum, vol. 48, no. 4, 2019. hlm. 319. Diakses 

https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330, pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 19:30. 
17 Muhammad Nurisman, “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, Skripsi diterbitkan 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).  

https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330
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menyeluruh dan tentunya kemanfaatan bagi masyarakat Negara Indonesia 

apabila masa jabatan yang periodisasinya itu dibatasi.  

Keempat, skripsi oleh Ridwan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 

pada tahun 2021 dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam 

Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan 

Pasal 7 UUD 1945”.18 Skripsi ini membahas tentang pembatasan masa jabatan 

seorang pemimpin pada masa sekarang (dunia modern) menurut pendapat dari 

salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut 

pendapatnya terdapat perbedaan dengan ulama-ulama zaman dulu. Pendapat 

dari Yusuf Al-Qaradhawi ini direlevasikan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang 

membahas tentang masa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan adanya titik 

persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu.  

Tabel 1.2  

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Purna Hadi 

Swasono 

Analisis Fiqh 

Siya>sah Tentang 

Masa Jabatan 

Kepala Desa 

(Studi Terhadap 

Pasal 33 huruf l 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 

Persamaan 

skripsi penulis 

dengan skripsi 

tersebut 

adalah sama-

sama 

membahas 

mengenai 

Perbedaannya 

adalah penulis 

analisanya fokus 

ke Pasal 39 Ayat 

(2) Undang-

Undang Nomor 6 

Tahun 2014 dan 

menganalisa 

 
18 Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf 

Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”, Skripsi diterbitkan (Banda Aceh: 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).  
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2014 tentang 

Desa  

pembatasan 

masa jabatan 

Kepala Desa. 

pertimbangan 

Hakim dalam 

Putusan MK No. 

42/PUU-

XIX/2021, 

Sedangkan skripsi 

ini lebih fokus 

menganalisis 

Pasal 33 Huruf l 

UU No. 6 Tahun 

2014.   

2 Riza 

Multazam 

Luthfy 

Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Dalam Perspektif 

Konstitusi 

Persamaan 

dari skripsi 

penulis 

dengan jurnal 

ini yaitu sama-

sama 

membahas 

tentang masa 

jabatan Kepala 

Desa 

 

Perbedaan dari 

skripsi penulis 

dengan jurnal ini 

yaitu, penulis 

membahas 

tentang hasil 

pertimbangan dari 

Mahkamah 

Konstitusi akan 

ketidakpastian 

hukum dari 

Undang-Undang 

Desa yang di 

tinjau dari 

Mas{lah{ah. 

Sedangkan dalam 

jurnal membahas 

perbandingan 

kekuasaan Kepala 
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Desa melalui 

masa jabatannya  

pada UU No. 22 

Tahun 1999, UU 

No. 32 Tahun 

2004, dan UU No. 

6 Tahun 2014.  

3 Muhammad 

Nurisman 

Konstitusionalitas 

Pembatasan 

Periode Masa 

Jabatan MPR, 

DPR, DPD, dan 

DPRD Republik 

Indonesia 

Perspektif 

Maslahah 

Mursalah 

Persamaan 

dari skripsi 

penulis 

dengan skripsi 

tersebut yaitu 

sama-sama 

membahas 

tentang 

pembatasan 

dari masa 

jabatan 

pemerintahan 

yang ditinjau 

dari perspektif 

Mas{lah{ah. 

Perbedaan dari 

skripsi penulis 

dengan skripsi ini 

yaitu terletak pada 

bagian objek yang 

akan dikaji. 

Dimana penulis 

mengkaji masa 

jabatan dari 

Kepala Desa 

sedangakan 

skripsi ini 

mengkaji tentang 

pembatasan 

periode masa 

jabatan dari 

lemabaga 

legislatif yaitu 

MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD 

Republik 

Indonesia.  
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4 Ridwan Pembatasan Masa 

Jabatan 

Pemimpin Dalam 

Negara Modern 

Menurut Yusuf 

Al-Qaradhawi 

dan Relevansinya 

Dengan Pasal 7 

UUD 1945 

Persamaan 

dengan skripsi 

penulis yaitu 

sama-sama 

membahas 

tentang 

pembatasan 

masa jabatan 

dari seorang 

pemimpin  

Perbedaan dari 

skripsi penulis 

dengan skripsi 

tersebut adalah 

pembatasan masa 

jabatan dari 

pendapat ulama 

kontemporer yang 

dikaitakan 

relevansinya 

dengan masa 

jabatan Presiden 

dan Wakil 

Presiden (Pasal 7 

UUD 1945), 

sedangkan penulis 

membahas 

tentang 

pembatasan masa 

jabatan Kepala 

Desa yang 

berdasarkan dari 

putusan MK 

ditinjau dari teori 

Ima>mah.  

Sumber: Penelitian Penulis, 2023. 

F. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian dijelaskan terkait dengan konsep dan langkah-

langkah penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan dan mendapatkan 
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jawaban atas permasalahan dalam penelitian.19 Penulis menggunakan metode 

penelitian yang bersifat kualitatif. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Disebut 

penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data 

yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan. Pada penelitian ini 

memposisikan sistem norma sebagai objek kajiannya, sistem norma disini 

berarti semua unsur norma hukum yang memuat nilai-nilai yang berkaitan 

dengan tingkah laku manusia. Ada banyak komponen-komponen norma 

hukum yang dapat dijadikan sebagai objek pada penelitian hukum normatif 

atau kepustakaan, diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan 

perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga Negara atau lembaga 

hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala bentuk dokumen 

hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat.20 Pada penelitian ini penulis menggunakan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai objek penelitian.   

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian merupakan asal muasal data yang 

diperoleh dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder 

 
19 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO 

(Purwokerto, 2019), hlm. 9. 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

46-53. 



23 

 

 
 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sebuah data yang dijadikan sebagai bahan utama 

untuk memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai 

data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber data 

primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum atau ketentuan 

yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Sumber data 

primer dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaraya berupa buku, 

dokumen, dan hasil observasi.21 Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang 

Periodisasi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang sifatnya hanya untuk 

melengkapi data yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder 

meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan jenis karya tulis lainnya 

yang masih berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang akan diteliti.22  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), merupakan pendekatan 

 
21 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, 

hlm. 10. 
22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 63. 



24 

 

 
 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya 

dengan isu hukum yang diteliti.23 Dalam penelitian ini undang-undang yang 

digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dengan penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) tentang periodisasi masa jabatan 

Kepala Desa, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

penulis sendiri tentang masalah yang akan penulis tulis dengan cermat. 

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian 

ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang diambil dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 

sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.24 Pendekatan 

konseptual akan digunakan untuk menjadi cermin dalam menilai suatu hal. 

Dalam hal ini yaitu bagaimana konsep mas{lah{ah menilai mengenai Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi 

Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan dilakukakan dengan 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisis Revisi (Bandung: PT. Kharisma Putra 

Utama, 2015), hlm. 131. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 

133-136. 



25 

 

 
 

menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan, putusan Hakim, dan karya tulis lainnya. Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mempertajam analisis. Penulis menggunakan studi Pustaka 

berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahum 2014 tentang Desa, dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Pembatasan 

Masa Jabatan Kepala Desa, serta dari buku, jurnal, artikel. Dan karya tulis 

lainnya yang masih berkaitan dengan yang penulis teliti. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode content analysis untuk menganalisis kecenderungan 

dari isi data-data yang digunakan oleh peneliti. Metode content analysis 

digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau infrensi yang benar dari 

suatu teks.25 Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang akan ditarik 

kesimpulan dari proses analisis tersebut, dan penulis juga mengaitkan 

penelitian ini dengan hukum Islam mengenai masa Jabatan Kepala Desa 

yang ditinjau dari masl{ah{ah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan pada skripsi ini disusun secara sistematis dan berurutan 

sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dan guna 

 
25 Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, Jurnal Research 

Gate, vol. 5, no. 9, 2018,  hlm. 1-2. Diakses http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804, pada 

tanggal 2 Mei Pukul 20:30. 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804
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mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sitematika 

pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, antara lain: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, 

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini akan dibahas teori secara umum 

mengenai Pertimbangan hakim, Mahkamah Konstitusi, Kepala Desa, dan 

membahas tentang Mas{lah{ah. 

BAB III berisi tentang deskripsi tentang Pokok Permohonan, 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah 

Konstitusi pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam memutuskan 

pembatasan masa jabatan Kepala Desa. 

BAB IV Pembahasan, berisi analisis Pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan masa jabatan Kepala Desa pada putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan Analisis bagaimana pembatasan masa jabatan 

dalam putusan a quo ditinjau Masl{ah{ah. 

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan 

skripsi yang berisi tentang kesimpulan penulisan skripsi dan saran sebagai 

keterangan tambahan.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, 

MAHKAMAH KONSTITUSI, KEPALA DESA, DAN MAS{LAH{AH 

A. Pertimbangan Hakim 

Hakim selbagai aparat pelnelgak hulkulm dalam pelngadilan dibelri 

kelmandirian dan kelbelbasan ulntulk melnjatulhkan pultulsan, hal telrselbult diatulr 

dalam UlUl No. 48 Tahuln 2009 telntang kelkulasaan kelhakiman. Dalam Pasal 1 

UlUl No. 48 Tahuln 2009 melnyatakan bahwa kelkulasaan kelhakiman adalah 

kelkulasaan nelgara melrdelka ulntu lk melnyellelnggarakan pelradilan gulna 

melnelgakan hulkulm keladilan belrdasarkan Pancasila dan UlUlD 1945 delmi 

telrsellelnggaranya Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia.  

Hakim dalam melnelrapkan sulatul pultulsan melnggulnakan pelrtimbangan-

pelrtimbangan dan landasan hulkulm. Pelrtimbangan hakim melrulpakan sulatul 

tahapan dimana majellis hakim melmpelrtimbangkan fakta-fakta yang telrulngkap 

sellama prosels pelrsidangan belrlangsulng. Pelrtimbangan hakim melrulpakan salah 

satul aspelk pelnting dalam melnelntulkan telrwuljuldnya nilai dari sulatul pultulsan 

hakim yang melngandulng keladilan (elx aelqulo elt bono) dan melngandulng 

kelpastian hulkulm, sellain itul julga pelrtimbangan hakim melngandulng manfaat 

bagi para pihak yang belrsangkultan selhingga pelrtimbangan hakim haruls 

disikapi delngan telliti, baik, dan celrmat.26 Pada dasarnya pelrtimbangan hakim 

melmulat hal-hal selbagai belrikult: 

 
26 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 140.  
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a. Pokok pelrsoalan dan hal-hal yang diakuli ataul dalil-dalil yang tidak 

disangkal 

b. Adanya analisis selcara yulridis telrhadap selgala aspelk pultulsan melnyangkult 

selmula fakta ataul belrbagai hal yang telrbulkti dalam pelrsidangan 

c. Adanya selmula bagian dari peltitulm pelnggulgat haruls dipelrtimbangkan atau l 

diadili selcara satul pelrsatul selhingga hakim dapat melnarik kelsimpullan 

telntang telrbulkti ataul tidaknya dan dapat dikabullkan ataul tidaknya tulntultan 

telrselbult dalam amar pultulsan.  

Pelrtimbangan hakim pultulsan yang melnjadi dasar pelnjatulhan pultulsan 

akan melncangkulp pelrtimbangan hakim telntang kelwelnangan MK, jika hakim 

belrpelndapat bahwa pelrmohonan yang diajulkan telrmasulk dalam kelwelnangan 

MK, maka sellanjultnya haruls dipelrtimbangkan apakah pelmohon melmiliki 

kelduldulkan lelgal hulkulm lelgal standing ulntulk melngajulkan pelrmohonan yang 

akan dinilai dari ada ataul tidaknya hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional 

pelmohon yang dirulgikan. Sellanjultnya, jika pelmohon dinyatakan melmiliki 

lelgal standing, maka dapat dipelrtimbangkan pokok pelrkaranya. Pelrtimbangan 

hakim yang melndasar pada konstitu lsi mellaluli pelnelmulan hulku lm hakim akan 

sampai pada kelsimpullan apakah dalil pelmohon dipandang telrbulkti dan selcara 

konstitulsionalitas belralasan ataul tidak. Jika telrbulkti dan belralasan maka pada 

amar pultulsan akan dinyatakan pelrmohonan ditelrima. Namuln selbaliknya amar 

pultulsan dinyatakan ditolak apabila dipandang bahwa kelwelnangan dan lelgal 

standing tidak dipelnulhi maka pelrmohonan akan dinyatakan tidak ditelrima. 
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Pelrtimbangan-pelrtimbangan hakim akan dimulat dalam pultulsan, dan 

pultulsan yang baik adalah pultulsan yang melmpulnyai 3 ulnsu lr aspelk selcara 

belrimbang27, antara lain: 

a. Kelpastian Hulkulm 

Kelpastian hulkulm dalam hal ini haruls dilaksanakan dan ditelgakkan 

selcara telgas diseltiap pelristiwa konkrelt dan di dalamnya tidak bolelh 

telrdapat pelnyimpangan. Kelpastian hulkulm melmbelrikan pelrlindulngan 

telrhadap tindakan selwelnang-welnang dari pihak lain kelpada masyarakat, 

dan hal ini belrkaitan dalam ulsaha melnjaga keltelrtiban di masyarakat.  

b. Keladilan 

Hulkulm itul melngikat seltiap orang dan hu lkulm belrsifat 

melnyamaratakan ataul tidak melmbanding-bandingkan statuls ataulpuln 

pelrbulatan yang dilakulkan olelh masyarakat. Masyarakat sellalul belrharap 

agar dalam pellaksanaan ataul pelnelgakkan hulkulm itul melmpelrhatikan nilai-

nilai keladilan. 

c. Manfaat  

Hulkulm itul ada ulntulk manulsia, selhingga masyarakat belrharap 

adanya kelmanfaatan dari pellaksanaan ataul pelnelgakkan hulkulm. Dan 

jangan sampai telrjadi dalam pellaksanaan ataul pelnelgakkan hulkulm itul 

melnimbullkan kelrelsahan dalam kelhidulpan belrmasyarakat.  

Dalam bagian pelrtimbangan hakim ada dula bagian keltelntulan yang 

melmbangu ln pelrtimbangan yaitul, ratio delcidelndel dan obitelr dictulm. Ratio 

 
27 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, hlm. 35.   
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delcidelncel melrulpakan bagian pelrtimbangan yang melnjadi dasar ataul sulatul 

alasan yang melnelntulkan dijatulhkannya pultulsan yang diulraikan dalam amar 

pultulsan. Pada bagian ini tidak dapat dipisahkan delngan bagian amar pultulsan 

dan melmiliki kelkulatan hulkulm melngikat selcara hulkulm selrta melnjadi kaidah 

hulkulm. Selmelntara obitelr dictulm melrulpakan bagian yang hanya belrisi analogi 

hakim ulntulk melnyulsuln argulmeln dalam pelrtimbangan hulkulm selhingga bagian 

ini tidak melmiliki kaitan langsulng delngan bagian amar pultulsan selhingga tidak 

melmiliki kelkulatan hulkulm melngikat.28 

Dalam Pasal 50 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 

dinyatakan bahwa: 

Pultulsan pelngadilan sellain haru ls melmulat alasan dan dasar pultulsan julga 

melmulat pasal telrtelntul dari pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

belrsangkultan ataul sulmbelr hulku lm tak telrtullis yang dijadikan dasar ulntulk 

melngadili. 

 

Jika ditellaah, mulatan pelrtimbangan hakim telrselbult dapat dipahami 

bahwa fakta-fakta yang telrulngkap dalam pelrsidangan dan dasar hulkulm yang 

digulnakan hakim dalam melnjatulhkan pultulsan dapat digulnakan selbagai bahan 

analisis dalam melmahami pelndirian ataul orielntasi hakim, selhingga 

pellaksanaan pultulsan telrselbult muldah ulntulk dielkselkulsi.  

B. Mahkamah Konstitusi 

1. Kelduldulkan Mahkamah Konstitu lsi 

Selcara filosofis, dasar pelmbelntulkan Mahkamah Konstitulsi adalah 

ulntulk melnciptakan selbulah sistelm keltatanelgaraan di Indonelsia yang 

 
28 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 

hlm. 210-211. 
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melnganult asas pelmisahan kelkulasaan (selparation of powelr) selcara 

fulngsional dan melnelrapkan chelk and balancels systelm ulntulk 

melnggantikan selcara belrtahap pelngulnaan asas pelndistribu lsian kelkulasaan 

(distribultion of powelr) dan paham intelgralismel dari lelmbaga tinggi 

nelgara.29 Mahkamah Konstitulsi melrulpakan pellakul kelkulasaan kelhakiman 

yang melrdelka ulntulk melnyellelnggarakan pelradilan gulna melnelgakkan 

hulkulm dan keladilan. Mahkamah konstitulsi dibelntulk ulntulk melnjamin 

konstitulsi selbagai hulkulm telrtinggi agar dapat ditelgakkan, selhinga 

Mahkamah Konstitulsi diselbult delngan thel gulardian of thel constitultion.  

Melnulrult Harjono, MK dan MA melrulpakan lelmbaga tinggi nelgara 

yang telrpisah, teltapi melmiliki hulbulngan yang belrsifat horizontal 

fulngsional. Keldulanya tidak saling melnsulbordinasikan, teltapi masing-

masing melmpulnyai kompeltelnsi dan kelwelnangan yang belrbelda, masing-

masing teltap dalam fulngsi belsarnya, yaitul selbagai lelmbaga tinggi nelgara 

yang melmiliki kelkulasaan kelhakiman ataul juldicial powelr, dan MK 

melmpulnyai kelkulasaan selbagai lelmbaga kelkulasaan kelhakiman.30 

Kelduldulkan MK ini seltingkat atau l seldelrajat delngan MA selbagai kelkulasaan 

kelhakiman yang melrdelka31 dalam sistelm keltatanelgaraan Indonelsia. 

Dalam melnjalankan kelwelnangannya, telrmasulk di dalamnya adalah 

 
29 Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 

Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, no. 2, Mei-Agustus 2015, 

hlm. 264. Diakses https://dx.doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783, pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 10:00. 
30 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 62. 
31 Miftakhul Huda, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, vol. 

4, no. 3. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 144. Diakses 

https://doi.org/10.31078/jk1238, pada tanggal 2 Juni 2023 Pukul 10:30. 

https://dx.doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783
https://doi.org/10.31078/jk1238
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melngu lji ulndang-ulndang telrhadap ulndang-ulndang dasar, MK julga 

mellakulkan pelnafsiran konstitulsi, selhingga MK diselbult julga thel solel 

intelrpreltelr of thel constitultion. 

Kelbelradaan MK melrulpakan felnomelna barul dalam dulnia 

keltatanelgaraan. Pasca belrgullirnya amandelmeln kel-3 UlUlD RI Tahuln 1945, 

mulncu ll selbulah lelmbaga pelradilan konstitulsi yang diselbult delngan 

Mahkamah Konstitulsi. Landasan hulkulm melngelnai kelbelradaan 

Mahkamah Konstitulsi tellah telrtu lang di dalam Pasal 24 ayat (2) UlUlD RI 

Tahuln 1945 yang melnelrangkan bahwasannya dalam kelkulasaan 

kelhakiman dilakulkan olelh selbulah Mahkamah Agulng dan badan pelradilan 

yang di bawahnya dalam lingkulngan pelradilan ulmulm, lingkulngan 

pelradilan agama, lingkulngan pelradilan militelr, lingkulngan pelradilan tata 

ulsaha nelgara, dan olelh selbulah Mahkamah Konstitulsi. Jo Pasal 2 UlUl MK 

No. 24 Tahuln 2003 telntang MK selcara normatif  melngatulr bahwa 

Mahkamah Konstitulsi melrulpakan salah satul lelmbaga nelgara yang 

mellakulkan kelkulasaan kelhakiman yang melrdelka ulntulk melnyellelnggarakan 

pelradilan gulna melnelgakkan hulkulm dan keladilan.  

Kelbelradaan Mahkamah Konstitulsi dipahami ataul dijullulki selbagai 

pelngawal konstitulsi (Thel Gulardian of Thel Constitultion) ulntulk 

melmpelrkulat dasar-dasar konstitulalismel dalam Ulndang-Ulndang Dasar 

1945. Selpelrti halnya jullulkan telrselbult disandang julga olelh Mahkamah 

Agulng di Amelrika Selrikat, selbab di Amelrika Selrikat selndiri tidak telrdapat 

Mahkamah Konstitulsi. Di dalam nelgara yang melnganult civil law systelm 
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Mahkamah Konstitulsi dikelnal selsulai delngan kellaziman yang ada, 

seldangkan di Amelrika Selrikat selndiri yang melnganult common law systelm 

selmulanya telrakomodir olelh Mahkamah Agulng.32 Olelh karelna itul, MK 

melmpulnyai kelwelnangan delngan batasan yang jellas selbagai belntulk 

pelnghormatan atas konstitulalismel.  

2. Fulngsi dan Welwelnang Mahkamah Konstitulsi 

Dalam melnjalankan kelku lasaan kelhakiman, Mahkamah Konstitulsi 

tidak melmiliki cabang kelkulasaan kelhakiman. Mahkamah Konstitulsi 

hanya ada satul dan belrkelduldulkan di Ibul Kota Nelgara Relpu lblik Indonelsia, 

yang mana dalam hal ini telrcantu lm dalam Pasal 3 UlUl MK. Dalam hal ini 

MK melmpulnyai fulngsi ulntulk melngawal (to gulard) konstitulsi agar 

dilaksanakan dan dihormati baik pelnyellelnggaraan kelkulasaan nelgara 

maulpu ln warga nelgaranya selndiri. Sellain itul MK julga belrfulngsi selbagai 

pellindulng (protelctor) konstitulsi. Dalam hal ini MK dijadikan sulatul 

pellindulng seljak di inkorporasikannya hak-hak asasi manulsia dalam UlUlD 

Tahuln 1945, bahwa fulngsi pellindulng konstitulsi dalam arti mellindulngi 

hak-hak asasi manulsia (fulndamelntal rights) julga belnar adanya.33 

Diselbultkan julga dalam Ulndang-Ulndang Nomor 24 Tahuln 2003 

telntang Mahkamah Konstitulsi yang melnyatakan: 

“…Salah satul sulbstansi pelnting pelrulbahan Ulndang-Ulndang Dasar 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 adalah kelbelradaan 

Mahkamah Konstitulsi selbagai lelmbaga nelgara yang belrfulngsi 

melnangani pelrkara telrtelntu l di bidang keltatanelgaraan, dalam rangka 

melnjaga konstitulsi agar dilaksanakan selcara belrtanggulng jawab 

 
32 Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Penerbit Thafa 

Media, 2014), hlm. 166-167.  
33 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 11.  
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selsulai delngan kelhelndak rakyat dan cita-cita delmokrasi. Kelbelradaan 

Mahkamah Konstitulsi selkaliguls ulntulk melnjaga telrsellelnggaranya 

pelmelrintahan nelgara yang stabil, dan julga melru lpakan korelksi 

telrhadap pelngalaman kelhidulpan keltatanelgaraan di masa lalul yang 

melnimbullkan tafsir ganda telrhadap konstitulsi”.  

 

Lelbih jellas olelh Jimmly Ashidiqqiel diulraikan bahwa dalam kontelks 

keltatanelgaraan, MK dibelntulk selbagai pelngawal konstitulsi delngan 

fulngsinya yaitul melnelgakan keladilan konstitulsi dalam kelhidulpan 

masyarakat. Mahkamah Konstitulsi melmiliki tanggulng jawab ulntulk 

melndorong dan melnjamin agar marwah konstitulsi telrjaga dan 

dilaksanakan delngan selbagaimana melstinya. Dalam kondisi lelmahnya 

konstitulsi, Mahkamah Konstitulsi melmiliki pelran selbagai pelnafsir agar 

selmangat dalam belrkonstitulsi teltap telrjaga dalam pelnyellelnggaraan nelgara.  

Selcara ulmulm Mahkamah Konstitulsi Relpulblik Indonelsia melmiliki 4 

(elmpat) kelwelnangan dan 1 (satul) kelwajiban selbagaimana ditelntulkan 

dalam Pasal 24C dan Pasal 7B, yakni: 

1. Melngulji Ulndang-Ulndang telrhadap Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara 

Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 

2. Melmultuls selngkelta kelwelnagan lelmbaga nelgara yang kelwelnangannya 

dibelrikan olelh Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpu lblik Indonelsia 

Tahuln 1945 

3. Melmultuls pelmbulbaran partai politik 

4. Melmultuls pelrsellisihan telntang hasil pelmilihan ulmulm 
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5. Melmultuls pelndapat dari DPR belrkaitan delngan indikasi prelsideln 

mellakulkan pellanggaran hu lkulm selbagaimana tellah diatulr dalam 

Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945.34 

 Kelwelnangan-kelwelnangan yang dibelrikan olelh UlUlD 1945 kelpada 

MK selbagai lelmbaga yuldikatif, melncelrminkan selmakin kulatnya prinsip 

nelgara hulkulm (relchstaat) dalam UlUlD 1945 seltellah amandelmeln. Hal ini 

julga ditelgaskan selcara fulndamelntal dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa 

“Keldaullatan belrada di tangan rakyat dan dilaksanakan melnulrult UlUlD 

1945”.  Delngan pelnelgasan Pasal telrselbult, selmakin jellas bahwa Indonelsia 

yang melnganult asas delmokrasi dalam sistelm keltatanelgaraannya yang 

melnyandarkan pada konstitulsi, yaitul UlUlD 1945. Mellaluli dula cara 

melnjakankan fulngsi idelal Mahkamah Konstitulsi, yaitul  selbagai pelngawal 

konstitulsi dan pelnafsir konstitulsi, bisa telrwuljuldnya konstitulsionalismel 

delmokrasi dalam kelhidulpan belrbangsa dan belrnelgara melnjadi lelmbaran 

seljarah barul dalam sistelm keltatanelgaraan Indonelsia.35 

3. Hakim Mahkamah Konstitulsi 

Hakim Mahkamah Konstitulsi adalah jabatan yang melnjalankan 

welwelnang Mahkamah Konstitu lsi selbagai salah satul pellakul kelkulasaan 

kelhakiman. Mahkamah Konstitulsi melmpulnyai selmbilan orang anggota 

hakim konstitulsi yang diteltapkan olelh Prelsideln, yang diajulkan masing-

masing tiga orang olelh Mahkamah Agulng, tiga orang olelh Delwan 

 
34 Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Malang: Setara Press, 

2016), hlm 105.  
35 Soimin, dkk, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: 

UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 64-65.  
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Pelrwakilan Rakyat, dan tiga orang olelh Prelsideln. Keltula dan Wakil Keltula 

Mahkamah Konstitulsi dipilih dari dan olelh hakim Mahkamah Konstitulsi. 

Masa jabatan Hakim Konstitulsi adalah 5 (lima) tahuln, dan dapat dipilih 

Kelmbali ulntulk satul kali masa jabatan belrikultnya. Hakim Mahkamah 

Konstitulsi haruls melmiliki intelgritas dan kelpribadian yang tidak telrcella, 

adil, nelgarawan yang melngulasai konstitulsi dan keltatanelgaraan, selrta tidak 

melrangkap selbagai peljabat nelgara.  

Hakim Konstitulsi adalah selgulmpal daging yaitul hati dalam tulbulh 

Mahkamah Konstitulsi. Jika di dalam hati itul baik, maka baik pulla tulbulh 

telrselbu lt dan selbaliknya jika hati itul bulrulk, maka bulrulk pulla tulbulh itul. Hati 

yang baik di dalamnya diisi olelh selorang hakim yang melmiliki intelgritas 

dan kelpribadian yang tidak telrcella, adil, dan nelgarawan yang melngulasi 

konstitulsi dan keltatanelgaraan. Olelh karelnanya selorang hakim konstitulsi 

melmiliki kelwajiban dalam melmbulat pultulsan haruls yang relsponsif dan 

pelrspelktif delmi telgaknya hulkulm belrdasar moralitas dan kelbelnaran, yang 

nantinya pultulsan telrselbult akan melnjadi matahari yang akan teltap belrsinar 

dan melnyinari kelhidulpan nulsa bangsa.36 

Dalam pelncalonan hakim konstitulsi, DPR, MA, dan Prelsideln haruls 

melngingat keltelntulan yang ada di Pasal 99 UlUl MK yang melnelrangkan 

bahwa dalam pelncalonan hakim konstitulsi haruls disellelnggarakan selcara 

telrbulka. Hal ini dijellaskan bahwa hakim konstitulsi haruls dipelrkelnalkan di 

 
36 Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah 

Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, vol. 11, no. 2, Juni 2014, hlm. 315. Diakses 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27, pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 

09:25. 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27
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meldia massa, baik mellaluli meldia celtak maulpuln meldia ellelktronik. Hal 

telrselbu lt belrtuljulan agar masyarakat melmiliki kelselmpatan ulntulk tulrult 

melmbelrikan masulkan-masulkan. Proselsi pelmilihan dan pelngajulan hakim 

konstitulsi dilakulkan delngan melkanismel yang objelktif dan bisa 

dipelrtanggulng jawabkan selbagaimana yang suldah diatu lr dari masing-

masing lelmbaga.37 

Dalam Pasal 15 UlUl Nomor 8 Tahuln 2011 telntang pelrulbahan UlU l 

Nomor 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi melngatulr ulntulk 

melnjadi selorang Hakim Konstitulsi haruls melmiliki belbelrapa pelrsyaratan, 

antara lain: 

a. Selorang Warga Nelgara Indonelsia (WNI) 

b. Belrijazah doktor (Strata Tiga) delngan dasar Sarjana (Strata Satul) yang 

belrlatar bellakang sarjana hu lkulm,  

c. Belrtakwa kelpada Tulhan Yang Maha Elsa, dan melmiliki akhlak yang 

mullia 

d. Belrulsia paling relndah 47 (elmpat pullulh tuljulh) tahuln dan paling tinggi 

65 tahuln pada saat pelngangkatan 

e. Selhat selcara jasmani dan rohani dalam melnjalankan tulgas dan 

kelwajibannya 

f. Tidak pelrnah dijatulhi hulkulman pidana pelnjara belrdasarkan pultulsan 

pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap 

 
37 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: 

Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi), hlm. 23-24. 
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g. Tidak seldang dalam pailit belrdasarkan pultulsan pelngadilan 

h. Melmiliki banyak pelngalaman kelrja di bidang hulku lm minimal 15 

(lima bellas) tahuln. 

Sellanjultnya dalam Pasal 17 UlUl Nomor 24 Tahuln 2003 telntang MK 

mellarang Hakim Mahkamah Konstitulsi melrangkap jabatan selbagai 

belriku lt: 

a. Peljabat nelgara lainnya, selpelrti anggota DPR, DPD, Hakim ataul 

Hakim Agulng, anggota DPRD 

b. Anggota Partai Politik 

c. Pelngulsaha 

d. Advokat (tidak bolelh praktik)  

e. Pelgawai Nelgelri Sipil (statulsnya dibelrhelntikan selmelntara) 

Ada dula jelnis pelmbelrhelntian selorang Hakim Konstitulsi, yaitul 

pelmbelrhelntian delngan cara telrhormat dan pelmbelrhelntian selcara tidak 

telrhormat. Belrikult alasan pelmbelrhelntian Hakim Konstitulsi delngan cara 

telrhormat yang telrdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UlUl Nomor 24 Tahuln 2003 

jo. UlUl Nomor 8 Tahuln 2011, antara lain: 

a. Melninggal dulnia 

b. Melngulndulrkan diri atas pelrmintaan selndiri yang diajulkan kelpada 

keltula MK 

c. Tellah belrulsia 70 (tuljulh pullu lh) tahuln 

d. Tellah belrakhir masa jabatannya 
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e. Sakit jasmani maulpuln rohani selcara telruls melnelruls yang dibulktikan 

delngan sulrat keltelrangan doktelr 

Seldangkan alasan pelmbelrhelntian Hakim Konstitulsi delngan tidak 

telrhormat telrdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UlUl Nomor 24 Tahuln 2003 jo. 

UlUl Nomor 8 Tahuln 2011, selbagai belrikult: 

a. Dijatulhi hulkulman pidana pelnjara belrdasarkan pultulsan pelngadilan 

yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap karelna mellakulkan 

tindak pidana pelnjara yang diancam delngan pidana pelnjara 

b. Mellakulkan pelrbulatan telrcella 

c. Tidak melnghadiri pelrsidangan sellama 5 (lima) kali selcara belrtulrult-

tu lrult tanpa alasan yang sah 

d. Mellanggar sulmpah ataul janji jabatan 

e. Delngan selngaja melnghambat MK melmbelri pultulsan dalam waktul 

selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 7B ayat (4) UlUlD 1945 telntang 

impelachmelnt telrhadap Prelsideln dan/Wakil Prelsideln  

f. Mellanggar larangan rangkap jabatan  

g. Tidak lagi melmelnulhi syarat selbagai hakim konstitulsi 

h. Mellanggar kodel eltik dan peldoman pelrilakul Hakim Konstitulsi 

Hakim Mahkamah Konstitulsi selbellulm dibelrhelntikan selcara tidak 

telrhormat dapat dibelrhelntikan selmelntara dari jabatannya, kelculali alasan 

pelmbelrhelntian selcara tidak telrhormatnya itul dijatulhi pidana pelnjara 

delngan ancaman 5 tahuln pelnjara ataul lelbih dan tellah belrkelkulatan hulkulm 

teltap. Yang dimaksuld delngan pelmbelrhelntian selmelntara itul adalah 
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pelmbelrhelntian Hakim Konstitulsi sellama yang belrsangku ltan diprosels di 

pelngadilan ataul Majellis Kelhormatan Hakim. Waktul pelmbelrhelntian 

selmelntara yaitul paling lama 60 hari kelrja dan dapat dipelrpanjang paling 

lama 30 hari kelrja. Seljak dibelrhelntikan selmelntara, Hakim Konstitulsi yang 

belrsangkultan dilarang melnangani pelrkara. Dan jika pelmbelrhelntian 

selmelntara telrselbult belrakhir tanpa dilanjultkan pelmbelrhelntian, maka 

Hakim Konstitulsi direlhabilitasi delngan Kelpprels.  

C. Kepala Desa 

1. Pelngelrtian Kelpala Delsa Dalam Ulndang-Ulndang Delsa 

Pelmelrintah melrulpakan satulan anggota yang paling ulmulm di mana 

melmiliki tanggulng jawab telrtelntul gulna  melmpelrtahankan sistelm yang 

mellipu ltinya selrta atas monopoli praktis yang melnyangkult kelkulasaan 

paksaannya. Sellain itul, melnulru lt Hamrin dan Albelrt, pelmelrintah dapat 

diartikan selbagai selkellompok orang yang selcara belrsama-sama melmikull 

tanggu lng jawab telrbatas u lntulk melnggulnakan kelkulasaannya.38 

Kelwelnangan pelmelrintah delsa dituljulkan gulna melnulnjang 

pelnyellelnggaraan otonomi daelrah dalam melnjalankan tulgas dan fulngsi 

pelmelrintahan delsa.  

Pelmelrintahan Delsa disini adalah selorang Kelpala Delsa. Pelngelrtian 

dari selorang Kelpala Delsa selndiri adalah pimpinan sulatu l wilayah yang 

ditelmpati olelh seljulmlah pelnduldulk selsulai delngan keltelntu lan masyarakat 

 
38 Hamrin dan Albert Tanjung, “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah”, Jurnal Hukum Nasional, vol. 2, no. 1, Maret 

2020, hlm. 193. Diakses http://dx.doi.org/10.47313/njl.v2i1.818, pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 

13:10. 

http://dx.doi.org/10.47313/njl.v2i1.818
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hulkulm yang melmiliki organisasi pelmelrintah telrelndah langsulng di bawah 

camat dan belrhak melngatulr dan melngulruls kelpelntingan masyarakatanya 

selrta belrtanggulng jawab kelpada badan pelrwakilan delsa ulntulk 

melnyampaikan laporan pellaksanaan tulgas langsulng kelpada bulpati.39 

Pelmelrintahan delsa yang ditangani olelh Kelpala Delsa dalam 

melnyellelnggarakan ulrulsan pelmelrintahannya melngatulr belrbagai ulrulsan 

kelpelntingan masyarakat seltelmpat. Pada Pasal 1 ayat (3) Ulndang-Ulndang 

Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa, melnyatakan bahwa, “Pelmelrintah 

Delsa adalah Kelpala Delsa ataul yang diselbult delngan nama lain dibantul 

pelrangkat Delsa selbagai ulnsulr pelnyellelnggara Pelmelrintahan Delsa” dan 

keltelntulan ini dipelrtelgas lagi dalam Pasal 23 yang melnyatakan, 

“Pelmelrintahan Delsa disellelnggarakan olelh Pelmelrintah Delsa”. Ulntulk 

keltelntulan-keltelntulan ulmulm selpu ltar Kelpala Delsa diatulr pada Pasal 26-30 

Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa yang melmulat 

pelngatulran pelrihal tulgas Kelpala Delsa, welwelnang Kelpala Delsa, hak dan 

kelwajiban Kelpala Delsa, kelwajiban lain yang belrkelnaan delngan 

melnyampaikan laporan dan informasi, selrta larangan dan sanksi telrhadap 

Kelpala Delsa.  

2. Tulgas dan Welwelnang Kelpala Delsa 

Kelpala Delsa adalah peljabat Pelmelrintah Delsa yang melmpulnyai 

tulgas dan welwelnang ulntulk melnyellelnggarakan rulmah tangga delsanya dan 

melnjalankan tulgas dari Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah. Sellain itul 

 
39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
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Kelpala Delsa haruls melmiliki belbelrapa prinsip yang haruls ditelrapkan, 

misalnya prinsip partisipasi, kelpastian hulkulm, transparansi, 

relsponsivilitas, belrorielntasi pada kelselpakatan, keladilan, elfelktivitas dan 

elfisielnsi, akulntabilitas, dan visi stratelgi.40 Dalam Pasal 26 ayat (1) 

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa 

dijellaskan tulgas ultama dari selorang Kelpala Delsa, antara lain: 

a. Melnyellelnggarakan Pelmelrintahan Delsa 

b. Mellaksanakan pelmbangulnan Delsa 

c. Mellaksanakan pelmbinaan masyarakat Delsa 

d. Melmbelrdayakan masyarakat Delsa 

Selsulai pelnjellasan di atas, tulgas dari Kelpala Delsa yaitul 

melnyellelnggarakan ulrulsan pelmelrintahan, pelmbangulnan, dan 

kelmasyarakatan. Yang dimaksuld dari melnyellelnggarakan ulrulsan 

pelmelrintahan adalah pelngatulran yang dilakulkan ulntulk kelhidulpan 

masyarakat selsulai delngan kelwelnangan delsa, selpelrti pelnyulsulnan pelratulran 

delsa, pelmbelntulkan lelmbaga kelmasyarakatan, pelmbelntulkan badan ulsaha 

miliki delsa, dan kelrjasama antar delsa. Melnyellelnggarakan ulrulsan 

pelmbangulnan yang dimaksuld adalah pelmbelrdayaan masyarakat dalam 

pelnyeldiaan saranan dan prasarana fasilitas ulmulm delsa, selpelrti jalan delsa, 

jelmbatan delsa, pasar delsa. Melnyellelnggarakan ulrulsan kelmasyarakatan 

yang dimaksuld adalah telntang pelmbelrdayaan masyarakat delngan 

 
40 Muhammad Yusuf A.R, Peran Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good 

Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Jember: 

Institut Islam Negeri Jember, 2020), hlm. 73-93.  
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melmajulkan kelhidulpan sosial buldaya masyarakat, selpelrti di bidang 

kelselhatan, pelndidikan, dan adat istiadat.41 

Sellanjultnya, di dalam Pasal 26 ayat (2) Ulndang-Ulndang Relpulblik 

Indonelsia Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa tellah diselbultkan welwelnang 

Kelpala Delsa, antara lain: 

a. Melnjadi pelmimpin pelnyellelnggaraan Pelmelrintahan Delsa 

b. Melngangkat dan melmbelrhelntikan pelrangkat Delsa 

c. Melmelgang pelnulh kelkulasaan pelngellolaan Kelulangan dan Aselt Delsa 

d. Melneltapkan dan melmbulat Pelratulran Delsa 

e. Melneltapkan Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Delsa (APBD) 

f. Melmbina kelhidulpan masyarakat Delsa 

g. Melmbina dan melnjaga keltelntelraman dan keltelrtiban masyarakat Delsa 

h. Melmbina dan melningkatkan pelrelkonomian Delsa ulntu lk kelmakmulran 

masyarakat Delsa 

i. Melngelmbangkan sulmbelr pelndapatan Delsa 

j. Melngulsullkan dan melnelrima pellimpahan selbagian kelkayaan nelgara 

gulna melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat Delsa 

k. Melnciptakan dan melngelmbangkan kelhidulpan sosial buldaya 

masyarakat delsa 

l. Mellakulkan pelmanfaatan telknologi telpat gulna 

m. Melngkoordinasikan ataul melngadakan pelmbangulnan delsa selcara 

partisipatif 

 
41 Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. 
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n. Melwakili delsa di dalam maulpuln di lular pelngadilan ataul melnulnjulk 

kulasa hulkulm ulntulk melwakilinya 

o. Mellaksanakan welwelnang lainnya yang selsulai delngan keltelntulan 

pelrulndang-ulndangan 

Jalannya Pelmelrintahan Delsa, majul ataul mulndulrnya pelmelrintahan 

Delsa, selrta seljahtelra ataul tidaknya masyarakat Delsa belrgantulng dari 

Kelpala Delsa itul selndiri. Akan teltapi, dilain sisi Kelpala Delsa dalam 

melnjalankan kelpelmimpinannya tidak bisa belkelrja selndiri. Dulkulngan dari 

belrbagai pihak selpelrti pelrangkat delsa selrta kelrja sama dari BPD teltap 

haruls ada. Namuln yang telrpelntinga adalah Kelpala Delsa belkelrja selsulai 

delngan tulgas dan welwelnangnya delngan baik.  

3. Masa Jabatan Kelpala Delsa 

Dalam kontelks delmokratisasi di lingkulp pelnelntulan peljabat Kelpala 

Delsa, delngan pelngatulran telntang Delsa yang selkarang diatu lr telrselndiri dan 

telrpisah dari Ulndang-Ulndang telntang Pelmelrintahan Daelrah, maka 

pelrsoalan melngelnai masa jabatan Kelpala Delsa melmiliki mulatan 

pelngakulan konstitulsional yang tidak belrbelda delngan Kelpala Daelrah 

selbagai Pelmelrintah Daelrah. Selbellulm pelngatulran masa jabatan Kelpala 

Delsa ditulangkan di dalam Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahu ln 2014 sellakul 

Ulndang-Ulndang telrmultakhir telntang Delsa saat ini, keltelntulan-keltelntulan 

yang dimaksuld tellah diatulr pada Ulndang-Ulndang selbellulmnya.  

Pelratulran dimullai dari Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1979 

telntang Pelmelrintahan Delsa. Dalam Pasal 7 Ulndang-Ulndang Nomor 5 
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Tahuln 1979 pelngatulran masa jabatan Kelpala Delsa adalah 8 (dellapan) 

tahuln dan dapat diangkat kelmbali ulntulk 1 (satul) kali masa jabatan. Dari 

keltelntulan ini, selselorang hanya dapat melnjadi Kelpala Delsa maksimal 2 

(dula) pelriodel delngan total masa jabatan seloarang Kelpala Delsa maksimal 

16 (elnam bellas) tahuln. Lelbih lanjult, mellaluli hadirnya Ulndang-Ulndang 

Nomor 22 Tahuln 1999 telntan Pelmelrintahan Daelrah, telpatnya pada Pasal 

96 diatulr telntang masa jabatan Kelpala Delsa yaitul paling lama 10 (selpullulh) 

tahuln dalam satul pelriodelnya 5 (lima) tahuln.  

Delngan delmikian, telrlihat ada pelrulbahan pelngatulran masa jabatan 

Kelpala Delsa dari Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1979 kel Ulndang-

Ulndang Nomor 22 Tahuln 1999. Dalam hal masa jabatan telrjadi pelrulbahan 

dari 8 (dellapan) tahuln melnjadi 5 (lima) tahuln masing-masing telrbatas 2 

(dula) pelriodel. pada Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1979 masa jabatan 

Kelpala Delsa telrhitulng dapat melngelmban jabatan signifikan lamanya 

selorang peljabat Kelpala Delsa melnjabat yakni sellama 16 (elnam bellas) 

tahuln, maka pada Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 1999 telrjadi 

pelnulru lnan yang culkulp bila ditotal melnjadi 10 (selpullulh) tahuln.  

Sellanjultnya, keltelntulan pelmbatasan masa jabatan hadir dalam 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 telntang pelmelrintahan Daelrah 

telrdapat dalam Pasal 204 dikatakan bahwa pelmbatasan masa jabatan 

Kelpala Delsa diatulr sellama 6 (elnam) tahuln dan maksimal 2 (dula) pelriodel 

tidak mellelbihi waktul 12 (dula bellas) tahuln. Seljarah pelngatulran telntang 

masa jabatan Kelpala Delsa pada gilirannya diatulr telrpisah delngan 
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pelmelrintahan daelrah, dimana hadir keltelntulannya dalam Ulndang-Ulndang 

telrselndiri yaitul pada Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa. 

Keltelntulan yang telrdapat dalam Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 tak 

jaulh belrbelda delngan Ulndang-Ulndang selbellulmnya yaitul melmulat telntang 

pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa dan telpatnya telrdapat dalam Pasal 

39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Delsa. Di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) 

melnyelbultkan bahwa, 

(1) Kelpala Delsa melmelgang jabatan sellama 6 (elnam) tahuln telrhitulng 

seljak tanggal pellantikan 

(2) Kelpala Delsa selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dapat 

melnjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara 

belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulrult.  

 

Hal ini dijellaskan bahwa masa jabatan Kelpala Delsa ialah 6 (elnam) 

tahuln telrhitulng seljak tanggal pellantikan di mana selcara pelriodisasi masa 

jabatan Kelpala Delsa yakni paling banyak 3 (tiga) kali baik selcara belrtulrult-

tulrult ataul tidak selcara belrtulru lt-tulrult. Dari pelnjellasan di atas tampak 

adanya pelrulbahan masa jabatan Kelpala Delsa dari Ulndang-Ulndang Nomor 

32 Tahuln 2004 kel Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014. Jika pada 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 ditelntulkan masa jabatan Kelpala 

Delsa tidak lelbih 12 (dula bellas) tahuln, maka belrdasarkan Ulndang-Ulndang 

Nomor 6 Tahuln 2014 masa jabatan Kelpala Delsa dapat dielmban tidak lelbih 

dari 18 (dellapan bellas) tahuln.  

Selcara seldelrhana, seljak tahuln 1979 hingga saat ini, pelngatulran masa 

jabatan dan pelriodisasi masa jabatan Kelpala Delsa tidak pelrnah abseln dari 

pelmbatasan kelkulasaan. Pelmbatasan kelkulasaan itul selsulnggulhnya 
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melrulpakan pelngatulran yang seljalan delngan prinsip delmokrasi 

konstitulsional yang belrulpaya melwuljuldkan pelncelgahan atas kelselwelnang-

welnangan pelmelrintah delsa selhingga dapat melwuljuldkan elselnsi 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan yang sellain melnjulnjulng tinggi prinsip 

otonomi, namuln julga prinsip delmokratis. Dimelnsi ini melnulnjulkkan 

bagaimana pelmelrintah delsa belrpelran amat krulsial dalam melwuljuldkan 

pelnyellelnggaraan delmokrasi di u lnit ‘telrbawah’ kelkulasaan Nelgara.  

D. Mas{lah{ah 

1. Pelngelrtian Mas{lah{ah  

Ulntulk melngeltahuli telori telntang mas{lah{ah pelrlul telrlelbih dahullul 

melngeltahuli asal ulsull istilah mas{lah{ah. Mas{lah{ah melmiliki makna 

belrmanfaat ataul melngandulng kelbaikan. Dalam bahasa Arab kata 

mas{lah{ah belrasal dari kata sha>laha melmpulnyai arti baik antonimnya bulrulk 

ataul ru lsak. Melrulpakan mashdar delngan makna kata sha>lah adalah manfaat 

telrlelpas dari padanya hal kelru lsakan.42 Mas{lah{ah dalam Bahasa Arab 

belrarti pelrbulatan-pelrbulatan yang melndorong kelpada kelbaikan manulsia, 

artinya seltiap selgala selsulatul yang belrmanfaat bagi manulsia, baik dalam 

artian melnarik ataul melnghasilkan selpelrti melnghasilkan kelulntulngan atau l 

kelselnangan ataul dalam arti melnolak ataul melnghindarkan selpelrti melnolak 

keluldharatan ataul kelrulsakan. Delngan belgitul kata mas{lah{ah melngandulng 

dula sisi, yaitul melnarik ataul melndatangkan kelmaslahatan dan melnolak ataul 

melnghindarkan kelmuldharatan.  

 
42 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Prenanda Media, 2008), hlm. 366. 



48 

 

 
 

Dalam melngartikan mas{lah{ah selcara delfinitif telrdapat pelrbeldaan 

rulmulsan dikalangan para ullama yang jika dianalisis telrnyata melmpulnyai 

hakikat artian yang sama, antara lain: 

1. Al-Ghazali, melnjellaskan bahwa melnulrult asalnya mas{lah{ah itul belrarti 

selsulatul yang melndatangkan manfaat (kelulntulngan) dan melnjaulhkan 

dari kelmuldharatan (kelrulsakan), namuln hakikat dari maslahah selndiri 

adalah  

 عَ الّش رَْ دَ  م قْصُوَْ ع ل ىَ ف ضل ةَُ الْمُحاَ 

Melmlihara tuljulan syara’ (dalam melneltapkan hulkulm), seldangkan 

tulju lan dari syara’ dalam melneltapkan hulkulm itul ada lima, yaitul: 

melmellihara agama, jiwa, akal, keltulrulnan, dan harta.  

2. Al-Khawarizmi, melmbelrikan delfinisi yang hampir sama delngan 

delfinisi al-Ghazali yaitul melmellihara tuljulan syara’ (dalam melneltapkan 

hulkulm) delngan cara yaitul melnghindarkan kelrulsakan (kelmuldharatan) 

dari manulsia. Dari pelnjellasan ini melmiliki kelsamaan delngan 

pelnjellasan al-Ghazali yang mana dari selgi arti dan tulju lannya. Delngan 

kita melnolak kelrulsakan itul belrarti melngandulng arti melnarik 

kelmanfaatan, dan melnolak kelmaslahatan belrarti melnarik kelrulsakan.  

3. Al-Ielz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam, 

melmbelrikan arti mas{lah{ah dalam belntulk hakikinya mellaluli 

“kelselnangan dan kelnikmatan”. Seldangkan dalam belntulk majazinya 

adalah selbab-selbab dari yang melndatangkan kelselnangan dan 

kelnikmatan telrselbult. Maksuld dalam hal ini yaitu l bahwa pada 
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prinsipnya ada elmpat belntulk manfaat, antara lain kellelzatan dan selbab-

selbanya selrta kelselnangan dan selbab-selbabnya.43 

Dijellaskan julga olelh Jalaluldin Abdulrrahman selcara ulmulm, bahwa 

mas{lah{ah ialah apa yang belrmanfaat bagi manulsia baik yang belrmanfaat 

ulntulk melraih kelbaikan maulpu ln yang belrsifat ulntulk melnghilangkan 

kelsullitan ataul kelsulsahan.44 

Sellain delfinisi diatas, masih banyak delfinisi-delfinisi lain telntang 

mas{lah{ah, namuln karelna pelngelrtiannya hampir sama maka tidak pelrlul 

dikelmulkakan selmulanya. Melmang telrdapat rulmulsan yang belrbelda dalam 

melndelfinisikannya, namuln pelrbeldaannya tidak sampai pada pelrbeldaan 

hakikatnya.  

Dari belbelrapa pelnjellasan diatas, dapat ditarik kelsimpullan melngelnai 

pelngelrtian mas{lah{ah selbagai belrikult: 

1. Mas{lah{ah adalah selsulatul yang baik melnulrult akal delngan pelrtimbangan 

dapat melwuljuldkan kelbaikan ataul melnghindarkan kelbulrulkan manulsia 

2. Apa yang baik melnulrult akal itul julga sellaras dan seljalan delngan tuljulan 

syara’ dalam melneltapkan hulkulm, dan 

3. Apa yang baik melnulrult akal dan sellaras pulla delngan tuljulan syara’ 

telrselbult tidak ada peltulnjulk syara’ yang melngakulinya.  

 

 
43 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.  
44 Iffatin Nur, Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath 

Hukum 4 Madzhab Besar (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.  
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2. Pelmbagian Mas{lah{ah  

Tolak ulkulr yang dijadikan ulntulk melnelntulkan baik bulrulknya 

(manfaat dan mafsadatnya) selsulatul yang dilakulkan dan yang melnjadi 

tuljulan pokok pelmbinaan hulkulm itul adalah apa yang melnjadi kelbultulhan 

dasar bagi kelhidulpan manulsia. Tulntultan kelbultulhan manulsia itul 

belrtingkat, selcara belrulntuln pelringkat kelbultulhan manulsia itul adalah dari 

kelbultu lhan primelr, selkulndelr, kelmuldian yang telrakhir kelbultulhan telrsielr. 

Pelmbagian mas{lah{ah dapat dilihat dari belrbagai selgi, selpelrti halnya 

yang dikelmulkakan olelh para ahli ulshull fiqh yang melnelrangkan belbelrapa 

pelmbagian mas{lah{ah.  

a. Dilihat dari selgi kulalitas dan kelpelntingan maslahatnya, para ahli ulshull 

fiqh melmbagi melnjadi tiga macam, antara lain: 

1) Mas{lah{ah al-Da{rul>riyyah 

Melrulpakan belntu lk kelmaslahatan yang kelbelradaannya 

sangat belrkaitan delngan kelbultulhan pokok manulsia baik di alam 

dulnia maulpuln di alam akhirat. Delngan kata lain Mas{lah{ah al-

Da{rul>riyyah adalah kelbultulhan melndasar yang melnyangkult ulntulk 

melwuljuldkan dan mellindulngi elksistelnsi lima pokok yaitul, 

melmellihara agama, melmellihara jiwa, melmellihara akal, 

melmellihara keltulrulnan, dan melmellihara harta. Mas{lah{ah al-

Da{rul>riyyah biasa diselbu lt delngan mas{lah{ah primelr, yang mana 

mas{lah{ah telrselbult sellalu l dibultulhkan olelh manulsia dan tidak bisa 
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ditinggalkan, jika ditinggalkan maka kelhidulpan manulsia tidak ada 

artinya.  

2) Mas{lah{ah Ha{jiyyah 

Biasa diselbult delngan Mas{lah{ah Selkulndelr yaitul 

kelmaslahatan yang dibultulhkan ulntulk melnyelmpulrnakan 

kelmaslahatan primelr (pokok) delngan melmbelrikan kelmuldahan 

selrta kelringanan dalam pelmelnulhan kelbultulhan hidulp. Apabila 

mas{lah{ah ini tidak telrpelnulhi ataul tidak dijalankan maka tidak akan 

selcara langsulng melnyelbabkan kelrulsakan pada 5 (lima) prinsip 

selbellulmnya yang ada di mas{lah{ah al-Da{ru l>riyyah, teltapi 

kelbelradaanya dibultulhkan ulntulk melmbelri kelmuldahan dalam 

kelhidulpannya.45 

3) Mas{lah{ah al-Tahs>iniyyah 

Nama lain dari mas{lah{ah ini yaitul mas{lah{ah telrsielr, 

melrulpakan mas{lah{ah yang hanya selbagai tambahan ataul pellelngkap 

dalam melnjalani kelbelrlangsulngan hidulp. Yang mana hal ini belrarti 

kelbultulhan hidulpnya tidak sampai pada ditingkat mas{lah{ah 

darul>riyyah dan mas{lah{ah h<aj<iyyah. Di lain sisi walulpuln hanya 

selbagai tambahan ataul pellelngkap mas{lah{ah ini pelrlul dipelnulhi 

dalam rangka melmbelrikan kelindahan dan kelselmpulrnaan bagi 

 
45 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213. 
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hidulp manulsia. Contohnya, melnultulp aulrat, tata cara belrpelrilakul 

yang baik.46 

Dari keltiga jelnis mas{lah{ah di atas, pelrlul dipelrhatikan dalam hal 

melnelntulkan sulatul kelmaslahatan belrdasarkan belntulk prioritasnya mana 

yang pelrlul didahullulkan. Kelmaslahatan al-Darul>riyyat (Mas{lah{ah 

Primelr) haruls didahullulkan dari kelmaslahatan al-Ha{jiyyat (Mas{lah{ah 

Selkulndelr), dan kelmaslahatan al-Ha{ji>yyat lelbih didahullulkan dari 

kelmaslahatan al-Tahsi>niyyat (Mas{lah{ah Telrsielr). 

b. Pelmbagian mas{lah{ah jika dilihat dari selgi kelbelradaan mas{lah{ah 

melnulrult syara’, antara lain: 

1) Mas{lah{ah al-Mul’tabaroh  

Adalah kelmaslahatan yang kelbelradaanya dijellaskan dan 

diakuli olelh nash, baik dari belntulk maulpuln jelnis artinya. Dan 

dijellaskan langsulng olelh dalil selcara elksplisit mellaluli al-Qulr’an, 

al-Sulnnah, dan ijma’.47 Kelmaslahatan ini dapat dijadikan selbagai 

landasan hulkulm melnulrult kelselpakatan para ullama. Misalnya, 

kelwajiban ulntulk belrpulasa pada bullan Ramadhan melngandulng 

kelmaslahatan bagi manulsia, yaitul ulntulk mellatih jasmani dan 

rohaninya agar manulsia selhat selcara jasmani maulpu ln rohani.  

 

 

 
46 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam) (Malang: UIN 

Malang Press, 2007), hlm. 120-121. 
47 Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152. 
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2) Mas{lah{ah al-Mullghah 

Adalah kelmaslahatan yang kelbelradaanya ditolak olelh syara’ 

dalam sulatul keljadian karelna belrtelntangan delngan ajaran Islam. 

Kelmaslahatan ini tidak dapat dijadikan selbagai landasan hulkulm 

melnulrult kelselpakatan para ullama. Misalnya adalah kelmaslahatan 

pelrelmpulan melnjadi imam bagi laki-laki yang belrtelntangan delngan 

kelmaslahatan yang diteltapkan olelh syara’ yaitul mellarang 

pelrelmpulan melnjadi imam bagi laki-laki.  

3) Mas{lah{ah Mulrsalah  

Adalah kelmaslahatan yang dipandang baik olelh akal, seljalan 

delngan tuljulan syara’ dalam melneltapkan hulkulm, namuln tidak ada 

peltulnjulk syara’ yang melmpelrhitulngkannya dan tidak ada pulla 

peltulnjulk syara’ yang melnolaknya. Ataul mas{lah{ah yang 

kelbelradaannya tidak disinggulng-singgulng olelh syara’.  

c. Pelmbagian maslahah bila dilihat dari selgi kandulngan maslahah, antara 

lain: 

1) Maslahah al-‘ammah 

Yaitul kelmaslahatan ulmulm yang melnyangkult kelpelntingan 

orang banyak. Dan yang dimaksuld delngan kelmaslahatan ulmulm 

selndiri ialah kelmaslahatan yang tidak belrarti ulntu lk kelpelntingan 

selmula orang teltapi bisa saja ulntulk kelpelntingan mayoritas ulmat.  
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2) Mas{lah{ah al-Khassah 

Yaitul kelmaslahatan pribadi yang melnyangkult kelpelntingan 

diri selndiri. Dan kelmaslahatan ini sangat jarang selkali, selpelrti 

kelmaslahatan yang belrkaitan delngan pultulsnya hulbulngan 

pelrkawinan selselorang yang dinyatakan hilang.48 

Belntulk dari maslahah yang ditinjaul dari selgi kandulngan 

kelmaslahatannya melmpulnyai fulngsi ulntulk melnelntulkan priorotas yang 

mana selmelstinya haruls didahullulkan apabila telrdapat kelmaslahatan 

yang belrtelntangan antara kelmaslahatan ulmulm delngan kelmaslahatan 

pribadi. Dan dianjulrkan dalam Islam apabila telrdapat pelrtelntangan 

kelmaslahatan selpelrti itul, maka yang haruls didahullulkan adalah 

kelmaslahatan ulmulm daripada kelmaslahatan pribadi.  

d. Pelmbagian mas{lah{ah jika dilihat dari selgi belrulbah ataul tidaknya 

maslahah, antara lain: 

1) Mas{lah{ah al-tsabitah 

Adalah kelmaslahatan yang belrsifat teltap, tidak belrulbah 

sampai akhir zaman. Misalnya, kelwajiban dalam hal ibadah shalat. 

2) Mas{lah{ah al-Multaghayyirah 

Melrulpakan kelmaslahatan yang melmiliki sifat belrulbah-ulbah 

selsulai delngan pelrbeldaan waktul dan telmpat selrta sulbjelk hulkulm. 

 
48 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam”, Jurnal Justitia, vwitol. 1, no. 4, Desember 2014, hlm. 355. Diakses http://jurnal.um-

tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23,  pada tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 17:29.  

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23
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Misalnya, kelmaslahatan yang belrkaitan delngan pelrmasalahan 

mulamalah dan adat kelbiasaan.49 

3. Kelhuljjahan Mas{lah{ah  

Dalam melnyikapi pelrsoalan kelhuljjahan, telori telntang mas{lah{ah para 

ahli hu lkulm Islam belrbelda pelndapat selsulai delngan latar bellakang disiplin 

ilmul masing-masing, antara lain: 

a. Ullama Hanafiyah melngatakan, mas{lah{ah dapat dijadikan sulatul dalil 

jika mas{lah{ah telrselbult belrpelgang kelpada hulkulm. Artinya mas{lah{ah 

haruls melmiliki ayat, hadis ataul ijma’ yang melnulnjulkkan bahwa sifat 

yang dianggap selbagai kelmaslahatan melrulpakan illat dalam 

pelneltapan sulatul hulkulm. Sellain itul mas{lah{ah julga haruls 

melnghilangkan kelmuldharatan. Melnolak kelmuldharatan telrmasulk kel 

dalam konselp mas{lah{ah, selbagai dalil dalam melneltapkan hulkulm 

delngan syarat. Sifat kelmaslahatannya telrdapat dalam nash ataul ijma’ 

dan jelnis sifat kelmaslahatan sama delngan jelnis sifat yang didulkulng 

olelh nash ataul ijma’. 

b. Para ullama-ullama kalangan Malikiyah dan Hambalilah melnelrima 

mas{lah{ah dijadikan selbagai huljjah karelna mas{lah{ah melrulpakan 

indulksi dari logika selkulmpu llan nash, bulkan yang rinci selpelrti yang 

belrlakul dalam qiyas. Ada belbelrapa syarat yang haruls dipelnulhi ulntulk 

 
49 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum 

Islam”. Jurnal Syari’ah dan Hukum, vol. 15, no. 2, 2017, hlm. 159-160. 

https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-

hukum-islam, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 17:49. 

https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam
https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam
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melnjadikan mas{lah{ah selbagai huljjah melnulrult kalangan Malikiyah 

dan Hambalilah, diantaranya selbagai belrikult: 

1) Kelmaslahatan haruls seljalan delngan kelhelndak syara’ dan yang 

telrmasulk jelnis kelmaslahatan yang didulkulng olelh nash selcara 

ulmulm. 

2) Kelmaslahatan belrsifat rasional dan pasti, selhingga hulkulm yang 

diteltapkan mellaluli mas{lah{ah melngahasilkan manfaat dan 

melnghindarkan dari kelmuldharatan. 

3) Kelmaslahatan haruls melnyangkult kelpelntingan orang banyak, 

bulkan kelpelntingan pribadi. 

c. Bagi kalangan Syafiiyah, mas{lah{ah pada dasarnya dijadikan selbagai 

salah satul dalil ataul syara’ akan teltapi dimasulkan keldalam qiyas. 

Misalnya, melngqiyaskan hulkulman bagi pelminulm minulman kelras 

kelpada hulkulman orang yang melnuldulh belrzina. Hulkulmannya yaitul 

delra selbanyak 80 kali karelna orang yang mabulk akan melngigaul dan 

dalam pelngigaulannya akan didulga bisa melnuldulh orang lain belrbulat 

zina. 

d. Imam al-Ghazali melnjadikan mas{lah{ah selbagai huljjah delngan 

melngajulkan pelrsyaratan, anatara lain: 

1) Mas{lah{ah seljalan delngan jelnis tindakan-tindakan syara’ 

2) Mas{lah{ah tidak belrtelntangan delngan syara’ 
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3) Mas{lah{ah telrmasulk keldalam katelgori mas{lah{ah yang dharulri, 

yaitul melnyangkult kelpelntingan pribadi dan kelpelntingan orang 

banyak selrta haruls belrlakul sama ulntulk selmula orang.50 

 

 

 

 

 
50 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam”, hlm. 356-359. 
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BAB III 

DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 

A. Identitas Pemohon 

Mahkamah Konstitulsi selbagai lelmbaga pelradilan konstitulsi yang 

melmelriksa, melngadili, dan melmultuls pelrkara konstitulsi pada tingkat pelrtama 

dan telrakhir, melnjatulhkan pultulsan dalam pelrkara Pelnguljian Ulndang-Ulndang 

Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa telrhadap Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara 

Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. Dalam hal ini idelntitas pelmohon: 

Nama : Neldi Sulwiran 

Alamat  : Sulngai Keltulpak RT 01 RW 01, Celngal, Kab. Ogan Komelring Ilir.  

Pelmohon tellah melngajulkan pelrmohonan belrtanggal 21 Julli 2021 yang 

ditelrima olelh Kelpanitelraan MK. Pada tanggal 30 Julli 2021 belrdasarkan Akta 

Pelnelrimaan Belrkas Pelrmohonan Nomor 33/PUlUl/PAN.MK/AP3/07/2021 dan 

tellah dicatat dalam Bulkul Relgistelr Pelrkara Konstitulsi Ellelktronik (el-BRPK) 

delngan Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 pada 25 Agulstuls 2021, yang tellah 

dipelrbaiki dan ditelrima Kelpanitelraan Mahkamah Konstitulsi pada 24 

Selptelmbelr 2021.  

B. Alasan Permohonan Pemohon 

Pelmohon melmahami, bahwa seljak melrdelka Indonelsia tellah melmbelntulk 

sistelm otonomi di belbelrapa daelrah istimelwanya, karelna melmiliki sulsulnan 

pelrangkat daelrah asli. Delsa selbagai bagian dari pelnyellelnggara administratif 

pelmelrintahan daelrah melmiliki seltidaknya 12 (dula bellas) keltelntu lan pelrulndang-
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ulndangan, yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1945 telntang Kelduldulkan 

Komitel Nasional Daelrah, Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 1948 telntang 

Pelngelsahan Pelrjanjian Pelrsahabatan antara Relpulblik Indonelsia dan Nelgara 

Kelrajaan Melsir, Ulndang-Ulndang Nomor 44 Tahuln 1950 telntang Pelmelrintah, 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1957 telntang Pokok-Pokok Pelmelrintahan 

Daelrah, Pelneltapan Prelsideln Nomor 6 Tahuln 1959 telntang Pelmelrintahan 

Daelrah, Pelneltapan Prelsideln Nomor 5 Tahuln 1960 telntang DPRD Gotong 

Royong dan Selkreltariat Daelrah, Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 1965 

telntang Pokok-Pokok Pelmelrintahan Daelrah, Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 

1974, Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1979, Ulndang- Ulndang Nomor 22 

Tahuln 1999, dan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah, telrakhir pada Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 

telntang Delsa. 

Pelmohon melmahami dan melngeltahuli, bahwa Pelmelrintahan Delsa yang 

partisipatif sangat dibultulhkan kelhadirannya selbagai bagian dari 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan yang baik, ulntulk tuljulan yang sama yakni 

melwuljuldkan masyarakat yang seljahtelra, adil dan makmulr. Pelran ultama dalam 

mellakulkan pelnyellelnggaraan Pelmelrintahan Delsa melrulpakan bagian dari 

selkellompok masyarakat yang melngikulti prinsip dalam pelmelrintahan. Prinsip 

yang dimaksuld adalah mellibatkan masyarakat delsa ulntu lk melnelntulkan 

pilihannya selndiri dalam pelmilihan selorang Kelpala Delsa di daelrah telmpat 

tinggalnya, delngan tata cara pelmilihannya diatulr dalam keltelntu lan pelrulndang-

ulndangan yang belrlakul. Tellah nampak pada Pasal 95 ayat (2) Ulndang-Ulndang 
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Nomor 22 Tahuln 1999, Pasal 34 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 

2004, dan Pasal 34 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014. 

Pelmohon melngelrti, bahwa melskipuln pelmilihan Kelpala Delsa dilakulkan 

langsulng olelh masyarakat, teltapi bu lkan belrarti jabatan Kelpala Delsa dapat 

belrlangsulng telruls melnelruls, yang mana dalam kelnyataannya Kelpala Delsa julga 

melmiliki batasan masa jabatan telrtelntul dalam rangka melnjamin kelbelbasan 

orang lain dalam sulatul tatanan masyarakat delmokratis. Selpelrti yang tellah 

diatulr dalam Pasal 28J ayat (2) UlUlD NRI Tahuln 1945.  

Pelmohon melmbandingkan melngelnai pelratulran masa jabatan Kelpala 

Delsa dari Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 1999, Ulndang-Ulndang Nomor 32 

Tahuln 2004, dan Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014, dikelmulkakan 

pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa delngan pelrbandingan selbagai belrikult: 

Tabel  

Perbandingan Undang-Undang Masa Jabatan Kepala Desa 

No. Undang-Undang Persamaan Perbedaan 

1. Ulndang-Ulndang 

Nomor 22 Tahuln 

1999 telntang 

Pelmelrintahan 

Daelrah (Pasal 96) 

Telntang pelmbatasan 

masa jabatan Kelpala 

Delsa 

Atulran masa jabatan 

Kelpala Delsa paling 

lama 10 (selpullulh) 

Tahuln ataul 2 (dula) kali 

masa jabatan telrhitulng 

seljak tanggal 

diteltapkan  

2. Ulndang-Ulndang 

Nomor 32 Tahuln 

2004 telntang 

Pelmelrintahan 

Daelrah (Pasal 204) 

Telntang pelmbatasan 

masa jabatan Kelpala 

Delsa 

Masa jabatan Kelpala 

Delsa paling lama 12 

(dula bellas) Tahuln atau l 

2 (dula) kali masa 

jabatan telrhitulng seljak 

tanggal diteltapkan 

3. Ulndang-Ulndang 

Nomor 6 Tahuln 

2014 telntang Delsa 

(Pasal 39) 

Telntang pelmbatasan 

masa jabatan Kelpala 

Delsa  

Masa jabatan Kelpala 

Delsa paling lama 18 

(dellapan bellas) Tahuln 

ataul 3 (tiga) kali masa 
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jabatan telrhitulng seljak 

tanggal diteltapkan. 

Ada tiga anggapan yang dimiliki olelh Pelmohon, yang pelrtama, 

melnganggap bahwa pada Pasal 39 ayat (2) tidak melmbelrikan kelpastian hulkulm 

dan belrtelntangan delngan Pasal 28D ayat (1) UlUlD NRI Tahuln 1945. Keldula, 

Pelmohon melnganggap pada Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 

2014 melngandulng dula ulnsulr pelnelgasan belrkaitan elrat delngan pelmbatasan 

masa jabatan Kelpala Delsa paling banyak 3 (tiga) kali, dan masa jabatan 

telrselbult dipelrolelh selcara belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara belrtulru lt-tulrult. Keltiga, 

Pelmohon belranggapan pada pelnjellasan Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014 

melnimbullkan hak konstitulsional dari Pelmohon telrhalang dan melnimbullkan 

kelragul-ragulan ataul mulltitafsir ataul melmiliki pelngelrtian ganda.  

Bahwa delngan jabatan Kelpala Delsa yang dibelrikan kelselmpatan sellama 

3 (tiga) pelriodel  delngan masing-masing pelriodelnya selbanyak 6 (elnam) tahuln, 

tidak akan melnjadi pelnghalang bagi siapa saja yang ingin belrpartisipasi 

melnjadi kontelstan bakal calon Kelpala Delsa sellama syarat melnjadi calon 

Kelpala Delsa yang dimaksuld pada Pasal 33 UlUl 6/2014 telrpelnulhi.  

Pelmohon melmohon kelpada Mahkamah ulntulk melngellularkan pultulsan ini 

selbellulm tanggal pellaksanaan pelmulngultan sulara Pilkadels selrelntak Tahuln 2021, 

karelna masa jabatan Kelpala Delsa Sulngai Keltulpak belrakhir pada tanggal 29 

Oktobelr 2021.  

Bahwa pelnjellasan pada Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 

Tahuln 2014 tidak belrorielntasi pada Ulndang-Ulndang itul selndiri, mellainkan 

melruljulk keltelntulayanan pada Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahu ln 2004. Yang 
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kelmuldian mulncull pelnafsiran dari Pelmohon bahwa Kelpala Delsa dapat 

melnjabat selbanyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik selcara belrtulrult-tulrult ataul 

tdak selcara belrtulrult-tulrult yang pelneltapan Kelpala Delsa didasarkan pada 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004.  

C. Petitum 

Peltitulm melrulpakan bagian kelsimpullan dari gulgatan yang belrisikan hal-

hal yang dimohonkan ulntulk dipultulskan olelh hakim di pelngadilan. Peltitulm 

telrdiri dari dula bagian, yang pelrtama yaitul peltitulm primair yang belrisikan hal-

hal pokok yang dimohonkan ulntulk dikabullkan olelh pelngadilan. Yang keldula 

yaitul peltitulm Sulbsidair yang isinya melmbelrikan kelbelbasan kelpada hakim 

ulntulk melngabullkan lain dari peltitulm primair.51 

Peltitulm pada Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 

ialah: 

1. Melngabullkan pelrmohonan Pelmohon 

2. Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa 

belselrta pelnjellasannya belrtelntangan delngan UlUlD NRI Tahuln 1945 dan 

tidak melmpulnyai kelkulatan hulkulm melngikat selcara belrsyarat selpanjang 

tidak dimaknai, “Kelpala Delsa dapat melnjabat 3 (tiga) kali masa jabatan 

baik selcara belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulrult yang 

pelneltapannya selbagai Kelpala Delsa didasarkan pada Ulndang-Ulndang 

Nomor 32 Tahuln 2004”, dan 

 
51 Laila M. Rasyid dan Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata (Unimal Press, 

2019), hlm. 35.  
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3. Pelmohon melminta kelpada Mahkamah ulntulk  melmelrintahkan pelmulatan 

Pultulsan ini dalam Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia selbagaimana 

melstinya.  

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hakim 

Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

42/PUU-XIX/2021  

1. Kelwelnangan Mahkamah Konstitu lsi 

Belrdasarkan Pasal 24C ayat (1) UlUlD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) 

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 24 Tahuln 2003 telntang 

Mahkamah Konstitulsi (Lelmbaran  Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2003 

Nomor 98, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 4316) 

selbagaimana tellah diulbah telrakhir delngan Ulndang-Ulndang Relpulblik 

Indonelsia Nomor 7 Tahuln 2020 telntang Pelrulbahan Keltiga Atas Ulndang-

Ulndang Nomor 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi (Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2020 Nomor 216, Tambahan Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 6554) yang sellanjultnya diselbult UlUl MK. 

Selrta lelbih lanjult pada Pasal 29 ayat (1) hulrulf a Ulndang-Ulndang Relpulblik 

Indonelsia Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman 

(Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 5076), yang melnyatakan 

Mahkamah Konstitulsi melmiliki welwelnang melngadili pada tingkat pelrtama 

dan telrakhir yang pultulsannya belrsifat final ulntulk melngulji u lndang-ulndang 

telrhadap Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945.   
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Bahwa pada pokoknya dalam hal ini pelrmohonan pelmohon adalah 

agar Mahkamah Konstitulsi mellakulkan pelnguljian matelriil, dalam hal ini 

Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa 

belselrta pelnjellasannya telrhadap Pasal 28D ayat (1) UlUlD 1945 yang mana 

dalam hal ini pelmohon melnginginkan kelpastian hulkulm dari Pasal a qulo. 

Maka jika dilihat dari Pasal 51 ayat (1) UlUl MK yang belrhak melngajulkan 

pelrmohonan pelnguljian matelriil adalah melrelka yang melrasa hak dan/ataul 

kelwelnangan konstitulsionalnya dirulgikan akibat kelbelrlakulan Ulndang-

Ulndang telrselbult. Olelh karelnanya, melnulrult pelmohon Mahkamah Konstitulsi 

belrwelnang ulntulk melmelriksa, melgadili dan melmultuls pelrmohonan ini. 

Bahwa pelmohon yang dimaksuld dari Pasal 51 ayat (1) UlUl MK, yaitul: 

a. Pelrorangan warga nelgara Indonelsia (telrmasulk kellompok orang yang 

melmpulnyai kelpelntingan sama) 

b. Kelsatulan masyarakat hulkulm adat selpanjang masih hidulp dan selsulai 

delngan pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip Nelgara Kelsatulan 

Relpu lblik Indonelsia yang diatulr dalam ulndang-ulndang 

c. Badan hulkulm pulblik ataul privat 

d. Lelmbaga nelgara52  

Pelmohon dalam melngaju lkan pelnguljian ulndang-ulndang telrhadap 

UlUlD 1945 diwajibkan melnjellaskan telrlelbih dahullul melngelnai: 

a. Keldu ldulkannya selbagai pelmohon (Pasal 51 ayat (1) UlUl MK) 

 
52 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 18-19 
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b. Ada tidaknya kelrulgian hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional yang 

dibelrikan olelh UlUlD 1945 yang diakibatkan olelh belrlakulnya ulndang-

ulndang yang dimohonkan ulntu lk diulji. 

Seljak Pultulsan Mahkamah Nomor 006/PUlUl-III/2005 tanggal 31 Meli 

2005 dan Pultulsan Nomor 11/PUlUl-V/2007 tanggal 20 Selptelmbelr 2007 selrta 

pultulsan-pultulsan sellanjultnya, melnelgaskan bahwa kelrulgian hak dan/ataul 

welwelnang konstitulsional selbagaimana yang dimaksuld Pasal 51 ayat (1) UlUl 

MK haruls melmelnulhi 5 (lima) syarat, antara lain: 

a. Hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional Pelmohon yang dibelrikan olelh 

UlUlD 1945 

b. Hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional telrselbult melnulrult Pelmohon 

melrasa dirulgikan olelh belrlakulnya ulndang-ulndang yang dimohonkan 

pelnguljian 

c. Kelru lgian konstitulsional telrselbult haruls belrsifat spelsifik (khulsuls) dan 

aktulal  

d. Timbull hulbulngan selbab-akibat antara kelrulgian yang dimaksuld dan 

belrlakulnya ulndang-ulndang yang dimohonkan pelnguljian 

e. Timbull kelmulngkinan bahwa delngan dikabullkannya pelrmohona, maka 

kelrulgian konstitulsional selpelrti yang didalilkan tidak akan ataul tidak lagi 

telrjadi.53 

Selbagaimana yang diulraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UlUl MK dan 

syarat-syarat kelrulgian hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional, sellanjultnya 

 
53 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 20. 
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Mahkamah melmpelrtimbangkan kelduldulkan hulkulm pelmohon bahwa norma 

ulndang-ulndang yang dimohonkan pelnguljian dalam pelrmohonan adalah 

norma yang telrdapat dalam Pasal 39 ayat (2) belselrta pelnjellasannya Ulndang-

Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 selbagai belrikult: 

Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014: 

(2) Kelpala Delsa selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dapat 

melnjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara 

belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulrult. 

 

Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014: 

Kelpala Delsa yang tellah melnjabat satul kali masa jabatan belrdasarkan 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri kelselmpatan ulntulk 

melncalonkan kelmbali paling lama 2 (dula) kali masa jabatan. 

Selmelntara itul, Kelpala Delsa yang tellah melnjabat 2 (dula) kali masa 

jabatan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri 

kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali hanya 1 (satul) kali masa 

jabatan.   

 

Pelmohon melrulpakan pelrselorangan warga nelgara indonelsia yang 

helndak melncalonkan lagi selbagai Kelpala Delsa dalam pelmilihan Kelpala 

Delsa di daelrah Sulngai Keltulpak, Kelcamatan Celngal, Kabulpateln Ogan 

Komelring Ilir. Selbagaimana yang diulraikan, pelmohon melrasa hak 

konstitulsionalnya dirulgikan dalam prosels pelncalonan Kelpala Delsa akibat 

keltidakjellasan pada norma Pasal 39 ayat (2) belselrta pelnjellasannya UlUl 

Nomor 6 Tahuln 2014 yang melnyatakan Kelpala Delsa dapat melnjabat paling 

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara 

belrtulrult-tulrult. 

Pelrhitulngan dalam Pasal UlUl 6/2014 masa jabatan selcara belrtulrult-

tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulru lt yaitul, jika tellah melnjabat satul kali masa 

jabatan belrdasarkan UlUl Nomor 32 Tahuln 2004 telntang Pelmelrintahan 
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Daelrah masih dibelri kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali paling lama 

2 (dula) kali masa jabatan. Selmelntara itul, jika Kelpala Delsa tellah melnjabat 2 

(dula) kali masa jabatan belrdasarkan UlUl 32/2004 masih dibelri kelselmpatan 

ulntulk melncalonkan kelmbali hanya 1 (satul) kali masa jabatan.  

Delngan ditelrbitkannya Sulrat Bulpati Nomor 

140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Julli 2021 Pelmohon melrasa hak 

konstitulsionalnya telrhalangi dikarelnakan adanya keltelntu lan Pelnjellasan 

Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014. Pelmohon disini tidak melnyalahi keltelntulan 

yang ada di Pasal 39 ayat (2) dan pelnjellasannya, karelna masa jabatan 

pelrtama yang dielmbannya didasarkan pada Ulndang-Ulndang Nomor 22 

Tahuln 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah, seldangkan jabatan keldula 

dielmbannya yang didasarkan pada Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 

dan jabatan keltiga selbagai Kelpala Delsa dielmbannya didasarkan pada 

Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004. Olelh karelnanya, melnulrult 

Pelmohon bellulm melmelnulhi keltelntulan pelrhitulngan 3 (tiga) kali belrtulrult-

tulrult ataul tidak belrtulrult-tulrult dihitulng dari dipelrolelhnya jabatan Kelpala 

Delsa belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004. Akibat 

keltidakjellasn ini Pelmohon melrasa tidak ada kelpastian hu lkulm atas hak 

konstitulsionalnya yang dijamin olelh UlUlD 1945. 

Dari pelmaparan yang disampaikan olelh Pelmohon dalam 

melnjellaskan kelduldulkannya, melnu lrult Mahkamah Konstitulsi pelmohon tellah 

melnjellaskan pelrihal hak konstitulsionalnya yang melnulru ltnya dirulgikan 

delngan belrlakulnya norma Pasal 39 ayat (2) belselrta pelnjellasannya Ulndang-
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Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 yang dimohonkan ulntulk diuljikan. Olelh 

karelnya melnulrult Mahkamah dalam hal ini Pelmohon melmiliki kelduldulkan 

hulkulm ulntulk belrtindak selbagai Pelmohon dalam pelrmohonan a qulo. Dan 

Mahkamah Konstitulsi dalam hal ini belrwelnang melngadili pelrmohonan a 

qulo.54 

2. Pelrtimbangan Hakim Mahkamah Konstitulsi 

Atas pelrmohonan yang diajulkan olelh pelmohon telrhadap hakim MK 

telntang masa jabatan dan pelriodelsasi jabatan Kelpala  Delsa, maka hakim 

melmiliki pelrtimbangan dalam pelrkara pultulsan MK Nomor 42/PUlUl-

XIX/2021 yaitul bahwa belrdasarkan Pasal 24C ayat (1) UlUlD NRI Tahuln 

1945, Pasal 10 ayat (1) hulrulf a Ulndang Nomor 24 Tahuln 2003 telntang 

Mahkamah Konstitulsi yang kelmuldian Ulndang-Ulndang telrselbult tellah 

diulbah melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2020 dan Pasal 29 ayat 

(1) hulru lf a Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan 

Kelhakiman. Hal ini melrulpakan salah satul kelwelnangan konstitulsional 

Mahkamah Konstitulsi dalam melngadili pada tingkat pelrtama dan telrakhir 

yang belrsifat final pultulsannya u lntulk melngulji ulndang-ulndang telrhadap 

Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 

Bahwa Mahkamah Konstitulsi tellah mellakulkan pelrtimbangan 

telrhadap pelrmohonan pelmohon. Pelrmohonan yang diajulkan olelh pelmohon 

adalah pelrmohonan ulntulk melngulji konstitulsionalitas norma ulndang-

ulndang, telrultama pada Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa 

 
54 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 21-22 
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yang kelmuldian Mahkamah belrwelnang ulntulk melngadili pultulsan a qulo. 

Pelnguljian konstitulsionalitas norma melrulpakan kompeltelnsi yang dimiliki 

MK yang belrimplikasi diseltiap pelrkara yang dulajulkan haruls seljalan delngan 

konstitulsionalitas norma yang belrlakul, bulkan pelnelrapan norma.  

Pelmohon melmpulnyai keldu ldulkan melngelnai pelngajulan pelrmohonan 

pelnguljian Ulndang-Ulndang yang tellah diatulr dalam Pasal 51 ayat (1) UlUl 

MK belselrta pelnjellasannya. Dalam hal ini pelmohon dapat melngajulkan 

pelrmohonan pelnguljian Ulndang-Ulndang telrhadap UlUlD 1945, karelna hak 

dan/atau l kelwelnangan konstitulsionalnya yang dibelrikan olelh UlUlD 1945 

tellah dirulgikan olelh pelmbelrlakulan sulatul Ulndang-Ulndang.  

Mahkamah melmbelrikan syarat-syarat kelpada warga nelgara ulntulk 

mellindu lngi kelabsahan dari sulatul hulkulm. Selbab dalam pellaksanaan hulkulm 

wajib melmiliki kelcakapan di mata hulkulm. Maka, syarat-syarat yang haruls 

dimiliki warga nelgara adalah syarat yang melmiliki kelkulatan hulkulm. Syarat-

syarat yang ditelntulkan olelh UlUlD 1945 dalam kelrulgian yang dibelrikan atas 

pelmbelrlakulan sulatul ulndang-ulndang antara lain, pelrorangan warga nelgara 

Indonelsia, kelsatulan masyarakat hulkulm adat selpanjang masih hidulp dan 

selsulai delngan pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip NKRI yang tellah 

diatulr dalam ulndang-ulndang, badan hulkulm pulblik ataul privat, dan lelmbaga 

nelgara. 

Hak dan kelwajiban kelwelnangan konstitulsional pelmohon diatulr olelh 

UlUlD 1945. Maka, dalam pellaksanaannya pelmohon julga haruls melmbelrikan 

pelnjellaskan telrlelbih dahullul dari tuljulan adanya pelnguljian u lndang-ulndang 
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telrhadap UlUlD 1945 yang dilakulkan olelh MK. Poin-poin yang haruls 

dijellaskan olelh pelmohon haruls belrkelkulatan hulkulm, selpelrti kelduldulkan 

selbagai pelmohon yang dijellaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Ulndang-Ulndang 

MK, selrta adanya kelrulgian maulpu ln tidak adanya kelrulgian atas hak maulpuln 

kelwelnangan konstitulsional yang tellah dibelrikan UlUlD 1945 olelh 

belrlaku lnya ulndang-ulndang yang tellah dimohonkan ulntulk pelnguljian dalam 

kelduldulkan dari pelmohon.  

Mahkamah melmbelrikan syarat yang digulnakan olelh Pelmohon 

ulntulk bisa melngajulkan pelrmohonan, yaitul melmiliki hak dan/ataul 

welwelnang konstitulsional yang dibelrikan olelh UlUlD 1945, hak dan/ataul 

welwelnang konstitulsional telrselbult olelh Pelmohon dianggap dirulgikan olelh 

belrlaku lnya sulatul ulndang-ulndang, kelrulgian konstitulsional telrselbult haruls 

belrsifat spelsifik dan aktulal, adanya hulbulngan selbab-akibat antara kelrulgian 

dan belrlakulnya ulndang-ulndang telrselbult, selrta adanya kelmu lngkinan bahwa 

delngan dikabullkannya pelrmohonan maka akan melminimalisir kelrulgian 

yang dialami Pelmohon tidak akan telrjadi lagi.  

Mahkamah melmbelrikan pelrtimbangan kelpada Pelmohon dalam 

melngaju lkan pelrmohonan a qulo dalam Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang 

Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa. Melnulrult Mahkamah hak konstitulsional 

yang dianggap olelh Pelmohon dirulgikan melmiliki hulbulngan selbab-akibat 

yang delngan dikabullkannya pelrmohonan telrselbult dapat melncelgah kelrulgian 
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konstitulsional tidak akan telrjadi lagi. Akhirnya, Mahakamah melnyeltuljuli 

atas kelduldulkan hulkulm telrselbult.55 

Mahkamah mellakulkan pelrtimbangan pokok pelrmohonan yang 

melndalilkan inkonstitulsionalitas norma pada Pasal 39 ayat (2) belselrta 

pelnjellasannya UlUl Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Delsa. Dimana bahwa ada 

keltidaksellarasan dan kelragul-ragulan bagi Pelmohon. Pelmohon melmbelrikan 

bulkti atas pelrmohonan ulntulk melndulkulng dan melmbulktikan dalil-dalil yang 

tellah diselbultkan delngan tanda bulkti dari P-1 sampai P-20 belrulpa sulrat 

kelpultulsan maulpuln belrita acara yang tellah dilaluli Pelmohon.  

Selbellulm melmpelrtimbangkan dalil-dalil pokok pelrmohonan lelbih 

jaulh, ada hal lain yang haruls dipikirkan kelmbali telrlelbih dahullul olelh 

Mahkamah, antara lain: melmpelrtimbangkan pelmelrintahan delsa yang 

melrulpakan belntulk administrasi pelmelrintahan yang diatulr dalam strulktulr 

pelmelrintahan NKRI. Pelmelrintahan Delsa tellah melngalami pelrulbahan pada 

ulndang-ulndang selbellulmnya melngelnai pelmbatasan masa jabatan dari 

selorang Kelpala Delsa selbellulm belrakhir pada Ulndang-Ulndang Nomor 6 

Tahuln 2014 telntang Delsa. Pada Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1979 

Pasal 7 telntang Pelmelrintahan Delsa melngatulr masa jabatan Kelpala Delsa 

sellama 8 (dellapan) tahuln dan dapat dipilih kelmbali delngan 1 (satul) kali 

masa jabatan. Lalul pada Ulndang-Ulndang Nomor 19 Tahuln 1965 telntang 

Delsapraja masa jabatan Kelpala Delsa hanya dijabat sellama 8 (dellapan) tahuln 

tanpa ada pelmilihan kelmbali. Sellanjultnya pada Ulndang-Ulndang Nomor 22 

 
55 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 20-22.  
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tahuln 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah pada Pasal 96 melnyatakan masa 

jabatan Kelpala Delsa paling lama 10 (selpullulh) tahuln. Keltelntulan telrselbult 

kelmuldian diulbah melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahu ln 2004 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah pada Pasal 204 dijellaskan bahwa masa jabatan Kelpala 

Delsa adalah 6 (elnam) tahuln dan dapat dipilih kelmbali hanya 1 (satul) kali 

masa jabatan belrikultnya. Dan akhirnya Ulndang-Ulndang yang melngatulr 

telntang masa jabatan Kelpala Delsa hadir telrselndiri dan telrtulang dalam 

Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Delsa. Dalam Ulndang-

Ulndang a qulo pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa telrdapat pada Pasal 

39 yang melnyatakan Kelpala Delsa melmelgang masa jabatan sellama 6 (elnam) 

tahuln telrhitulng seljak tanggal pellantikan dan Kelpala Delsa dapat melnjabat 

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara belrtulrult-tulrult ataul tidak 

selcara belrtulrult-tulrult.  

Mahkamah melmpelrtimbangkan belrdasarkan pelrtimbangan-

pelrtimbangan hulkulm di atas, dalil dari pelmohon yang belrkelnaan delngan 

Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telrnyata tidak 

melnimbullkan mulltitafsir dan keltidakpastian hulkulm selhingga dianggap 

tidak belrtelntangan delngan Pasal 28D ayat (1) UlUlD NRI 1945, selhingga 

tidak belralasan melnulrult hulkulm. Selmelntara, dalil pelmohon belrkelnaan 

delngan pelnjellasan Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 

yang melnimbullkan mulltitafsir dan keltidakpastian hulkulm julga belrtelntangan 

delngan UlUlD NRI 1945 adalah belralasan melnulrult hulkulm ulntulk selbagian.56 

 
56 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021, hlm. 29-30. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA 

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF MASLAHAH 

A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 

Belrdasarkan Pasal 24C ayat (1) Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik 

Indonelsia Tahuln 1945 Pasal 10 ayat (1) hulrulf a Ulndang-Ulndang Nomor 24 

Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi selbagaimana tellah diulbah telrakhir 

delngan Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2020 telntang Pelrulbahan Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi dan 

Pasal 29 ayat (1) hulrulf a Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang 

Kelkulasaan Kelhakiman, salah satul kelwelnangan konstitulsional Mahkamah 

adalah melngadili pada tingkat pelrtama dan telrakhir yang pultulsannya belrsifat 

final ulntulk melngulji ulndang-ulndang telrhadap Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 

Belrlandaskan pada keltelntulan hulkulm telrselbult hakim konstitulsi melmiliki 

welwelnang ulntulk melngulji keltelntulan hulkulm telrkait masa jabatan Kelpala Delsa. 

Delngan delmikian pada bagian ini pelnullis akan melngkaji Pelrtimbangan Hakim 

dalam melmultulskan masa jabatan Kelpala Desa pada pultulsan Mahkamah 

Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021. 
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Hakim dalam melmultuls sulatul pelrkara haruls belrdasarkan pelrtimbangan 

selcara yulridis maulpuln non yulridis.57 Hakim dalam melnelrapkan sulatul pultulsan 

melnggulnakan pelrtimbangan dan landasan hulkulm. Pelrtimbangan hakim 

melrulpakan tahapan majellis hakim melmpelrtimbangkan fakta-fakta yang 

telrulngkap sellama prosels pelrsidangan belrlangsulng. Pelrtimbangan hakim 

melrulpakan salah satul aspelk pelnting dalam melnelntulkan telrwulju ldnya nilai dari 

sulatul pultu lsan hakim yang melngandulng keladilan (elx aelqulo elt bono) dan 

melngandulng kelpastian hulkulm, sellain itul julga pelrtimbangan hakim 

melngandulng manfaat bagi para pihak yang belrsangku ltan, selhingga 

pelrtimbangan hakim haruls disikapi delngan telliti, baik dan celrmat.58 Delngan 

melndasarkan seltiap pelrtimbangan pada keltelntulan yang telrcantu lm dalam pasal-

pasal pada pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, yulrispruldelnsi, fakta 

dalam pelrsidangan dan hulkulm kelbiasaan ataul hulkulm yang hidulp di 

masyarakat.59 Pelrtimbangan hakim melmiliki fulngsi dalam melwuljuldkan 

keltelrbulkaan telrhadap alasan Majellis Hakim dalam melmbelrikan sulatul pultulsan. 

Telpatnya pelrtimbangan hakim telrselbult didasarkan dari alat bulkti yang 

dihadirkan dalam pelrsidangan, fakta-fakta yang telrulngkap di pelrsidangan, 

 
57 Reza Noor Ihsan dan Ifrani, “Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam indak Pidana 

Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan”, Jurnal Al-‘adl, vol. IX, No. 3, Desember 2017, 

hlm. 447. Diakses http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400, pada tanggal 9 Desember 2023 

Pukul 19:25. 
58 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 140.  
59 Indra Kho dan Ning Adiasih, “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium 

Dengan Adanya Tuntutan Subsidair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO”, Jurnal Hukum 

Adigama, vol. 14 no. 1, Juni 2021, hlm. 367. Diakses 

https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1, pada tanggal 9 Desember 

2023 Pukul 20:43.  

http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400
https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1
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pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrkaitan, selrta pelmikiran dari Hakim itul 

selndiri. Pelrtimbangan hakim ini akan melnelntulkan apakah pelrmohonan 

dikabullkan, dikabullkan selbagian atau lpuln ditolak. 

Dalam pelrkara pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-

XIX/2021. Pelmohon selbagai Warga Nelgara Indonelsia helndak melncalonkan 

diri kelmbali pada kontelstasi pelmilihan Kelpala Delsa yang melrasa dirulgikan hak 

konstitulsionalnya, karelna pelmohon tidak melndapatkan kelselmpatan yang sama 

lagi akibat keltidakjellasan norma Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014 yang melnyatakan 

Kelpala Delsa dapat melnjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara 

belrtulrult-tu lrult ataul tidak selcara belrtu lrult-tulrult. Masa jabatan selcara belrtulrult-

tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulru lt dijellaskan dalam Pelnjellasan Pasal UlUl 

6/2014 delngan pelnghitulngan jika tellah melnjabat satul kali masa jabatan 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 telntang Pelmelrintahan 

Daelrah (UlUl 32/2004) masih dibelri kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali 

paling lama 2 (dula) kali masa jabatan. Selmelntara itul, jika kelpala delsa tellah 

melnjabat 2 (dula) kali masa jabatan belrdasarkan 32/2004 masih dibelri 

kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali hanya 1 (satul) kali masa jabatan. 

Selhingga belrdasarkan pelnjellasan telrselbult Bulpati Ogan Komelring Ilir 

melngellularkan sulrat Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Julli 2021 

yang selcara tidak langsulng melnyatakan bahwa pelmohon tidak dapat kelmbali 

melngikulti kontelstasi dalam pelncalonan Kelpala Delsa. Padahal Pelmohon tidak 

melnyalahi keltelntulan Pasal 39 ayat (2) dan Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014 

karelna masa jabatan pelrtama selbagai Kelpala Delsa dielmbannya sellama 5 (lima) 
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tahuln sampai delngan Felbrulari 2009 yang didasarkan pada Ulndang-Ulndang 

Nomor 22 Tahuln 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah (UlUl 22/1999), seldangkan 

jabatan keldula dielmbannya sellama 6 (elnam) tahuln sampai delngan Julni 2015 

yang didasarkan pada Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 (UlUl 32/2004) 

dan jabatan keltiga selbagai kelpala delsa dielmbannya ulntulk masa jabatan 6 

(elnam) tahuln sampai delngan 29 Oktobelr 2021 didasarkan pada UlUl 6/2014. 

Olelh karelna itul, melnulrult Pelmohon bellulm melmelnulhi keltelntulan pelnghitulngan 

3 kali belrtulrult-tulrult ataul tidak belrtulrult-tulrult, dihitulng dari dipelrolelhnya 

jabatan Kelpala Delsa belrdasarkan UlUl 32/2004. Padahal jabatan selbagai Kelpala 

Delsa dipelrolelh pelrtama kali belrdasarkan pada UlUl 22/1999.60 

Belrdasarkan pelnjellasan di atas bahwa melnulrult pelnullis pelmohon selbagai 

warga nelgara yang melrasa hak kontitulsionalnya dirulgikan, dari keltelntulan 

keltelntulan yang ada pelmohon suldah melmelnulhi kelduldulkan hulkulm selbagai 

pelmohon dalam pelrkara telrselbult. Delngan delmikian Mahkamah Konstitulsi 

belrwelnang melngadili pelrmohonan a qulo dan Pelmohon melmiliki kelduldulkan 

hulkulm ulntulk melngajulkan pelrmohonan a qulo, sellanjultnya Mahkamah akan 

melmpelrtimbangkan pokok pelrmohonan. 

Selbellulm pelnullis melnganalisis pelrtimbangan Hakim dalam melmultulskan 

Pelmbatasan Masa Jabatan Kelpala Delsa pada Pultulsan Mahkamah Konstitulsi 

Nomor 42/PUlUl-XIX/2021. Pelrlu l dipahami telrlelbih dahullul telntang 

pelmelrintahan delsa dan pelrkelmbangan hulkulmnya. Pelmelrintahan delsa 

melrulpakan belntulk administrasi pelmelrintahan paling bawah dalam strulktulr 

 
60 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021 
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pelmelrintahan Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia (NKRI). Dalam 

pelrkelmbangannya, sistelm dan belntu lk pelmelrintah delsa, telrmasulk pelngisian 

jabatan kelpala delsa melngalami pelrulbahan pelngatulran seljak Indonelsia melrdelka 

hingga pelngatulran dalam UlUl 6/2014. Apabila diikulti pelngatulran telntang 

pelmelrintahan delsa pada waktul belrlakulnya Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 

1979 telntang Pelmelrintahan Delsa, pelmbelntulk ulndang-ulndang tellah melngatulr 

pelmbatasan masa jabatan dan pelriodi lsasi masa jabatan Kelpala Delsa. Dalam 

hal ini, Pasal 7 UlUl 5/1979 melngatulr masa jabatan Kelpala Delsa adalah 8 

(dellapan) tahuln dan dapat diangkat kelmbali ulntulk 1 (satul) kali masa jabatan. 

Jadi, selselorang hanya dapat melnjadi Kelpala Delsa maksimal 2 (dula) pelriodel 

delngan total masa jabatan selorang Kelpala Delsa maksimal adalah 16 (elnam 

bellas) tahu ln. Keltelntulan dalam UlUl 5/1979 dapat dinilai selbagai belntulk 

pelrkelmbangan lelbih lanjult dari Ulndang-Ulndang Nomor 19 Tahuln 1965 

telntang Delsapraja selbagai belntulk pelralihan ulntulk melmpelrcelpat telrwuljuldnya 

daelrah tingkat III di sellulrulh wilayah Relpulblik Indonelsia, yang sama selkali 

tidak melngatulr pelrihal pelmbatasan pelriodi lsasi masa jabatan Kelpala Delsa. 

Pelrihal masa jabatan, Pasal 9 ayat (2) UlUl 19/1965 hanya melngatulr masa 

jabatan Kelpala Delsa paling lama 8 (dellapan) tahuln, tanpa diikulti delngan 

keltelntulan dapat dipilih kelmbali selbagaimana diatulr dalam Pasal 7 UlUl 

5/1979.61 

Pada masa relformasi pelngatulran pelmelrintahan delsa digabulng delngan 

pelmelrintahan daelrah, yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 1999 telntang 

 
61 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
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Pelmelrintahan Daelrah. Belrkelnaan delngan masa jabatan Kelpala Delsa, keltelntulan 

Pasal 96 UlUl 22/1999 melnyatakan, “masa jabatan Kelpala Delsa paling lama 10 

(sepuluh) tahuln ataul dula kali masa jabatan telrhitulng seljak tanggal diteltapkan”. 

Kelmuldian, Pelnjellasan Pasal 96 UlUl 22/1999 melnyatakan, “Daelrah Kabulpateln 

dapat melneltapkan masa jabatan Kelpala Delsa selsulai delngan sosial buldaya 

seltelmpat”. Selkalipuln Pelnjellasan telrselbult selolah-olah “melmbulka” prinsip 

pelmbatasan masa jabatan dan pelriodisasi masa jabatan, namuln delngan 

digantinya UlUl 22/1999 melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 

telntang Pelmelrintahan Daelrah (UlUl 32/2004) maka dapat dipastikan tidak ada 

Kelpala Delsa yang melmelgang jabatannya mellelbihi 10 (selpullulh) tahuln. 

Telrlelbih lagi dalam masa transisi dari UlUl 22/1999 kel UlUl 32/2004, ditelntulkan 

bahwa Kepala Delsa yang seldang melnjabat pada saat mullai belrlakulnya UlUl 

32/2004 teltap melnjalankan tulgas sampai habis masa jabatannya. Sellanjultnya, 

UlUl 32/2004 melngatulr masa jabatan dan pelriodi lsasi masa jabatan Kepala Desa 

selbagaimana telrmaktulb dalam Pasal 204 UlU 32/2004 yang melnyatakan, 

“Masa jabatan Kelpala Delsa adalah 6 (elnam) tahuln dan dapat dipilih kelmbali 

hanya ulntu lk 1 (satul) kali masa jabatan belrikultnya”. Norma a qulo tellah 

melnelntulkan pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa sellama 6 (elnam) tahuln dan 

maksimal dula kali pelriodel masa jabatan, selhingga selselorang tidak akan 

mellelbihi waktul 12 (dula bellas) tahuln melnjadi Kelpala Delsa. Melskipuln 

delmikian, pelmbatasan yang ditelntulkan Pasal 204 a qulo dapat dikelculalikan 

bagi kelsatu lan masyarakat hulkulm adat yang kelbelradaannya masih hidulp dan 

diakuli yang diteltapkan delngan pelratulran daelrah. Artinya, pelmbatasan masa 
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jabatan dan pelriodi lsasi masa jabatan Kelpala Delsa dapat tidak sama delngan 

pelmbatasan yang tellah ditelntulkan dalam Pasal 204 UlUl 32/2004 selpanjang 

melmelnulhi klaulsull “kelsatulan masyarakat hulkulm adat masih hidulp yang 

ditelntulkan dalam pelrda”.62 

Selbagai ulnit pelmelrintahan telrbawah, delngan adanya pelrgantian UlU l 

32/2004, pelngatulran Pelmelrintahan Delsa tidak lagi digabulng dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 23 Tahuln 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah, teltapi diatulr 

telrpisah dalam UlUl 6/2014. Belrkelnaan delngan masa jabatan Kelpala Delsa Pasal 

39 UlUl 6/2014 melnyatakan Kelpala Delsa melmelgang jabatan sellama 6 (elnam) 

tahuln telrhitulng seljak tanggal pellantikan dan Kelpala Delsa dapat melnjabat 

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara 

belrtulrult-tu lrult. Dalam hal ini, keltika selselorang tellah dilantik melnjadi Kelpala 

Delsa kelmu ldian melngulndulrkan diri selbellulm habis masa jabatannya, maka 

dianggap tellah melnjabat satul pelriodel masa jabatan 6 (elnam) tahuln. Seldangkan 

belrkaitan delngan frasa “selcara belrtulrult-tulrult” dan frasa “ataul tidak selcara 

belrtulrult-tu lrult” dijellaskan bahwa, “Kelpala Delsa yang tellah melnjabat satul kali 

masa jabatan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahu ln 2004 dibelri 

kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali paling lama 2 (dula) kali masa jabatan. 

Selmelntara itul, Kelpala Delsa yang tellah melnjabat 2 (dula) kali masa jabatan 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri kelselmpatan ulntulk 

melncalonkan kelmbali hanya 1 (satul) kali masa jabatan.63 

 
62 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
63 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
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Belrdasarkan pelnjellasan di atas dapat ditarik garis pelnting pelrihal 

pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa yang melrulpakan salah satul selmangat 

pelnting yang dilakulkan olelh pelmbelntulk ulndang-ulndang. Bahkan seljak 

belrlakulnya UlUl 5/1979, pelmbatasan tidak hanya dituljulkan ulntu lk masa jabatan 

saja, akan teltapi julga ulntulk melmbatasi pelriodisasi masa jabatan. Dalam batas 

pelnalaran yang wajar pelmbatasan delmikian tidak hanya dimaksuldkan ulntulk 

melmbulka kelselmpatan kelpastian telrjadinya alih gelnelrasi kelpelmimpinan di 

selmula tingkatan pelmelrintahan telrmasulk di tingkat delsa, teltapi julga melncelgah 

pelnyalahgu lnaan kelkulasaan (powelr telnds to corrulpt) karelna telrlalul lama 

belrkulasa, selhingga selring melngakibatkan telrjadinya korulpsi, kolulsi dan 

nelpotismel yang melngancam delmokelrasi kita. 

Sellanjultnya pelnullis akan melnganalisis pelrtimbangan hakim dalam 

pelrkara pelrmohonan pelmohon yang melrasa hak konstitulsionalnya dirulgikan 

olelh ulndang-ulndang  pada  Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-

XIX/2021. Melnimbang bahwa seltellah Mahkamah melmpelrtimbangkan selcara 

saksama pelrkelmbangan pelngatulran masa jabatan Kelpala Delsa. Sellanjultnya 

Mahkamah akan melmpelrtimbangkan dalil- dalil Pelmohon a qu lo: 

Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014: 

(2) Kelpala Delsa selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dapat 

melnjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara 

belrtulrult-tulrult ataul tidak selcara belrtulrult-tulrult. 

 

Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014: 

Kelpala Delsa yang tellah melnjabat satul kali masa jabatan 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahu ln 2004 dibelri 

kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali paling lama 2 (dula) 

kali masa jabatan. Selmelntara itul, Kelpala Delsa yang tellah 

melnjabat 2 (dula) kali masa jabatan belrdasarkan Ulndang-
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Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri kelselmpatan ulntulk 

melncalonkan kelmbali hanya 1 (satul) kali masa jabatan.64 

 

Pada pokoknya Pelmohon melndalilkan matelri mulatan Pasal 39 ayat (2) 

dan Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014 melnimbullkan mulltitafsir selhingga 

belrtelntangan delngan UlUlD 1945. Pelmohon melndalilkan di satul sisi 

pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa tellah jellas dan melmbelrikan kelpastian 

hulkulm karelna pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa adalah paling banyak 3 

(tiga) kali masa jabatan. Namuln di sisi lain delngan adanya pelnjellasan pasal a 

qulo yang melngaitkan parameltelr pelnghitulngan masa jabatan Kelpala Delsa 

paling banyak 3 (tiga) kali telrselbult delngan UlUl 32/2004 tellah melnimbullkan 

kelragul-ragulan (mulltitafsir) bagi Pelmohon ulntulk melncalonkan kelmbali dalam 

kontelstasi pelmilihan Kelpala Delsa selrelntak yang akan digellar dalam waktul 

delkat. 

Telrhadap dalil Pelmohon a qulo, Mahkamah melmpelrtimbangkan selbagai 

belrikult: 

1. Bahwa pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa, yakni delngan masa jabatan 

6 (elnam) tahuln delngan pelriodi lsasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali 

masa jabatan selbagaimana diatu lr dalam Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014 

melrulpakan pelrwuljuldan pelnyellelnggaraan prinsip delmokrasi selkaliguls 

melrulpakan selmangat pelmbatasan yang dikelhelndaki UlUlD 1945. Selmangat 

delmikian dapat dicontoh delngan adanya pelmbatasan masa jabatan dan 

pelriodisasi masa jabatan Prelsideln dan Wakil Prelsideln. Tulrulnan selmangat 

UlUlD 1945 telrselbult julga telrcelrmin dari pelmbatasan masa jabatan dan 

pelriodi lsasi masa jabatan Kelpala Daelrah dan Wakil Kelpala Daelrah. 
2. Pelngatu lran masa jabatan Kelpala Delsa tellah telrnyata ditelntulkan delngan 

prinsip pelmbatasan yang ditelgaskan dalam rulmulsan norma pasal seljulmlah 

ulndang-ulndang. Kalaulpuln ada pelngelculalian hanya dimulngkinkan bagi 

kelsatulan masyarakat hulkulm adat yang masih hidulp yang ditelntulkan dalam 

pelrda. Telrdapat 2 (dula) pola rulmulsan pelmbatasan masa jabatan Kelpala 

Delsa yakni dirulmulskan delngan pola ditelntulkan selkali ataul delngan 

 
64 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
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melnggu lnakan frasa paling lama selbagaimana UlUl 19/1965 dan UlUl 22/1999 

ataul delngan pola rulmulsan pelmbatasan dula kali masa jabatan selbagaimana 

UlUl 5/1979 dan UlUl 32/2004. Selmelntara dalam UlUl 6/2014 pola rulmulsan 

prinsip pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa yang digu lnakan belrbelda 

delngan pelngatulran selbellulmnya karelna melnelntulkan Kelpala Delsa dapat 

melnjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selcara belrtulrult-tulrult ataul 

tidak selcara belrtulrult-tulrult, delngan masa jabatannya adalah sellama 6 (elnam) 

tahuln telrhitulng seljak tanggal pellantikan. 
3. Bahwa pelrmasalahan yang haruls dijawab Mahkamah adalah bagaimana 

cara pelnghitulngan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan Kelpala Delsa 

telrselbult karelna Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014 melnyatakan, “Kelpala Delsa 

yang tellah melnjabat satul kali masa jabatan belrdasarkan Ulndang-Ulndang 

Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali 

paling lama 2 (dula) kali masa jabatan. Selmelntara itul, Kelpala Delsa yang 

tellah melnjabat 2 (dula) kali masa jabatan belrdasarkan Ulndang-Ulndang 

Nomor 32 Tahuln 2004 dibelri kelselmpatan ulntulk melncalonkan kelmbali 

hanya 1 (satul) kali masa jabatan.” Melnulrult Mahkamah, dalam praktiknya 

keltelntulan ini akan dapat melmulncullkan Kelpala Delsa yang melnjabat lelbih 

dari 3 (tiga) pelriodel yang melru lpakan prinsip ultama pelmbatasan masa 

jabatan Kelpala Delsa yang dianu lt olelh UlUl 6/2014. Mulncullnya praktik 

telrselbult karelna dimulngkinkan adanya Kelpala Delsa yang melnjabat delngan 

melndasarkan pada ulndang-ulndang selbellulm belrlakulnya UlUl 32/2004.65 
 

Belrdasarkan pelrtimbangan hulkulm selbagaimana diulraikan di atas maka 

hal telrselbu lt melnimbullkan konselkulelnsi yulridis telrhadap Pelnjellasan Pasal 39 

UlUl 6/2014 selhingga haruls dilakulkan pelnyelsulaian agar tidak melnimbullkan 

mulltitafsir dan keltidakpastian hulkulm. Olelh karelna itul, telrhadap Pelnjellasan 

Pasal 39 UlUl 6/2014 haruls dinyatakan belrtelntangan delngan Pasal 28D ayat (1) 

UlUlD 1945 selpanjang tidak dimaknai “Kelpala delsa yang suldah melnjabat 1 

(satul) pelriodel, baik belrdasarkan Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 

6 Tahuln 2014 telntang Delsa maulpuln belrdasarkan ulndang-ulndang selbellulmnya 

masih dibelri kelselmpatan ulntulk melnjabat 2 (dula) pelriodel. Belgitul pulla, bagi 

kelpala delsa yang suldah melnjabat 2 (dula) pelriodel, baik belrdasarkan Ulndang-

 
65 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
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Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa maulpuln 

belrdasarkan ulndang-ulndang selbellu lmnya masih dibelri kelselmpatan ulntulk 

melnjabat 1 (satul) pelriodel”. Pada akhirnya dalil Pelmohon belrkelnaan delngan 

Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014 tellah telrnyata tidak melnimbullkan mulltitafsir dan 

keltidakpastian hulkulm selhingga tidak belrtelntangan delngan Pasal 28D ayat (1) 

UlUlD 1945, selhingga tidak belralasan melnulrult hulkulm. Selmelntara, dalil 

Pelmohon belrkelnaan delngan Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014 yang 

melnimbullkan mulltitafsir dan keltidakpastian hulkulm belrtelntangan delngan UlUlD 

1945 adalah belralasan melnulrult hulku lm ulntulk selbagian. 

Melnulrult pelnullis pelrtimbangan hulkulm yang digulnakan olelh Hakim 

Mahkamah Konstitulsi sangat belralasan dan melmiliki tuljulan yang baik, ulntulk 

produlk hulkulm maulpuln delmokelrasi Indonelsia, karelna pelmbatasan kelkulasaan 

ini suldah selharulsnya diatulr selcara telgas dan jellas agar kelmuldian tidak 

melngandulng makna mulltitafsir. Karelna apabila ulndang-u lndang telrkait 

priodi lsasi dan pelmbatasan masa jabatan kelkulasaan melngandulng 

keltidakjellasan ataul belrmakna lain, hal delmikian relntan belrakibat mulncullnya 

kelselwelnang-welnangan dan belrbagai macam pelnyimpangan olelh Kelpala Delsa. 

Ulntulk melnghindari mulncullnya kelselwelnang-welnangan dan belrbagai macam 

pelnyimpangan olelh Kelpala Delsa telrkait delngan pelnghitulngan pelriodi lsasi masa 

jabatan Kelpala Delsa melskipuln masa jabatan Kelpala Delsa didasarkan pada 

ulndang-ulndang yang belrbelda namuln hitulngan satul kali pelriodel jabatan tidak 

telrhalang karelna pelrulbahan ulndang-ulndang. Delngan kata lain, pelnghitulngan 

pelriodisasi masa jabatan Kelpala Delsa tidak hanya melndasarkan pada Ulndang-
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Ulndang Nomor 32 tahuln 2004. Jadi bagi Kelpala Delsa yang suldah melnjabat 

tiga pelriodel melskipuln melndasarkan pada ulndang-ulndang yang belrbelda 

telrmasulk u lndang-ulndang selbellulm belrlakulnya Ulndang-Ulndang Nomor 6 tahuln 

2014, jika tellah pelrnah melnjabat sellama 3 (tiga) pelriodel suldah telrhitulng 3 

(tiga) pelriodel. Selhingga, pelnghitulngan 3 (tiga) kali belrtulrult-tulrult ataul tidak 

belrtulrult-tu lrult dalam norma Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 tahuln 

2014 didasarkan pada fakta belrapa kali keltelrpilihan selselorang selbagai Kelpala 

Delsa. Sellain itul, pelriodi lsasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksuld belrlakul ulntulk 

Kelpala Delsa baik yang melnjabat di delsa yang sama maulpuln yang melnjabat di 

delsa yang belrbelda. 

B. Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Mas{lah{ah 

Seltiap pultulsan  yang dikellularkan olelh pelngadilan ataul Mahkamah  haruls 

melwakili   kelinginan rakyat pelncari keladilan. Delngan delmikian pultulsan Hakim 

suldah selpatultnya dapat melmelnulhi tulntultan pelncari keladilan, telntul delngan 

belrdasarkan keltelntulan hulkulm yang belrlakul. Pultulsan Hakim haruls belrorielntasi 

pada kelmanfaatan hulkulm. Pultulsan Hakim yang melncelrminkan kelmanfaatan 

bisa dilihat keltika Hakim tidak saja melnelrapkan hulkulm selcara telkstulal, akan 

teltapi pultu lsan itul selcara nyata dapat dielkselkulsi selhingga melmbelrikan 

kelmanfaatan bagi masyarakat ulmu lm.66 Salah satul pultulsan Hakim yang 

selpatultnya haruls melmiliki nilai kelmanfaat bagi masyarakat ulmulm yaitul pada 

 
66 Amir Ilyas, Kumpulan Asas-asas Hukum (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 91. 
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pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa pada Pultulsan Mahkamah Konstitulsi 

Nomor 42/PUlUl-XIX/2021. 

Dalam Islam tidak hanya selbatas melngatulr pelntingnya kelduldulkan dalam 

pelmelrintahan, teltapi julga melngatu lr kritelria selselorang yang melmelnulhi 

kulalifikasi selbagai pelmimpin, layak selcara syariat, mampul ulntu lk melnelgakkan 

hulkulm-hulkulm delmi kelmaslahatan u lmat dan pelnting pulla melngelnai atulran 

yang telrtulang dalam pultulsan telrselbu lt telntang masa jabatan. Pelmbatasan masa 

jabatan ini telrnyata melmiliki satul tuljulan, yang mana tuljulan telrselbult yaitul ulntulk 

melminimalisir pelnyalahgulnaan kelku lasaan (abulsel of powelr). Dalam kajian 

hulkulm Islam selndiri pelmbahasan melngelnai pelmbatasan masa jabatan tidak 

diatulr selcara deltail dan selorang pelmimpin pada masa telrselbult melmelgang 

kelkulasaannya sellama masih hidulp dan mampul melnjalankan 

kelpelmimpinannya selsulai delngan syariat Islam.  

Tolak ulkulr yang dijadikan dalam melnelntulkan baik bulru lknya (manfaat 

dan mafsadatnya) selsulatul yang dilakulkan dan yang melnjadi tuljulan pokok 

pelmbinaan hulkulm itul adalah apa yang melnjadi kelbultulhan dasar bagi 

kelhidulpan manulsia. Islam mellihat bahwa ulntulk melnelntulkan kelmanfaatan itul 

delngan mas{lah{ah. Mas{lah{ah melngandulng dula sisi, yaitul melnarik ataul 

melndatangkan kelmaslahatan dan melnolak ataul melnghindarkan kelmuldharatan. 

Imam Al-Ghazali melnjellaskan bahwa melnulrult asalnya mas{lah{ah itul belrarti 

selsulatul yang melndatangkan imanfaat (kelulntulngan) dan melnjaulhkan dari 

kelmuldharatan (kelrulsakan), namuln hakikat dari mas{lah{ah selndiri adalah  

عَ الّش رَْ دَ  م قْصُوَْ ع ل ى ف ضل ةَُ الْمُحاَ   
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melmlihara tuljulan syara’ (dalam melneltapkan hulkulm), seldangkan tuljulan dari 

syara’ dalam melneltapkan hulkulm itul ada lima, yaitul: melmellihara agama, jiwa, 

akal, keltulrulnan dan harta.67 

Pelmbagian mas{lah{ah dapat dilihat dari belrbagai selgi, selpelrti halnya yang 

dikelmulkakan olelh para ahli ulshull fikih yang melnelrangkan belbelrapa 

pelmbagian mas{lah{ah, diantaranya selbagai belrikult: 

Mas{lah{ah dilihat dari selgi kulalitas dan kelpelntingan maslahatnya, para 

ahli ulshull fiqh melmbagi melnjadi tiga macam, antara lain: 

1. Mas{lah{ah al-Da{rul>riyyah  

Mas{lah{ah al-Da{rul>riyyah adalah kelbultulhan melndasar yang 

melnyangkult ulntulk melwuljuldkan dan mellindulngi elksistelnsi lima pokok 

yaitul, melmellihara agama, melmellihara jiwa, melmellihara akal, melmellihara 

keltulrulnan, dan melmellihara harta. Mas{lah{ah al-Da{rul>riyyah biasa diselbult 

delngan mas{lah{ah primelr, yang mana mas{lah{ah telrselbult sellalul dibultulhkan 

olelh manulsia dan tidak bisa ditinggalkan, jika ditinggalkan maka kelhidulpan 

manulsia tidak ada artinya. 

2. Mas{lah{ah Ha{jiyyah \ 

Biasa diselbult delngan Mas{lah{ah Selkulndelr yaitul kelmaslahatan yang 

dibultulhkan ulntulk melnyelmpulrnakan kelmaslahatan primelr (pokok) delngan 

melmbelrikan kelmuldahan selrta kelringanan dalam pelmelnu lhan kelbultulhan 

hidulp. Apabila mas{lah{ah ini tidak telrpelnulhi ataul tidak dijalankan maka 

 
67 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 347.  
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tidak akan selcara langsulng melnyelbabkan kelrulsakan pada 5 (lima) prinsip 

selbellulmnya yang ada di mas{lah{ah al-Da{rul>riyyah, teltapi kelbelradaanya 

dibultulhkan ulntulk melmbelri kelmuldahan dalam kelhidulpannya.68 

3. Mas{lah{ah al-Tahs>iniyyah 

Nama lain dari mas{lah{ah ini yaitul mas{lah{ah telrsielr, melrulpakan 

mas{lah{ah yang hanya selbagai tambahan ataul pellelngkap dalam melnjalani 

kelbelrlangsulngan hidulp. Yang mana hal ini belrarti kelbultulhan hidulpnya 

tidak sampai pada ditingkat mas{lah{ah darul>riyyah dan mas{lah{ah h<aj<iyyah. 

Di lain sisi walulpuln hanya selbagai tambahan ataul pellelngkap mas{lah{ah ini 

pelrlul dipelnulhi dalam rangka melmbelrikan kelindahan dan kelselmpulrnaan 

bagi hidulp manulsia. Contohnya, melnultulp aulrat, tata cara belrpelrilakul yang 

baik.69  

Belrdasarkan keltiga jelnis mas{lah{ah di atas pelrlul dipelrhatikan dalam hal 

melnelntulkan sulatul kelmaslahatan, belgitul julga Hakim dalam melmultulskan sulatul 

pelrkara. Dalam Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 

pelrtimbangan hulkulm yang digulnakan olelh Hakim Mahkamah Konstitulsi 

sangat belralasan dan melmiliki tuljulan yang baik ulntulk produlk hulkulm maulpuln 

delmokelrasi Indonelsia, karelna pelmbatasan kelkulasaan ini suldah selharulsnya 

diatulr selcara telgas dan jellas agar kelmuldian tidak melngandulng makna 

mulltitafsir. Karelna apabila ulndang-u lndang telrkait priodilsasi dan pelmbatasan 

masa jabatan kelkulasaan melngandulng keltidakjellasan ataul belrmakna lain, hal 

 
68 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 213. 
69 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, hlm. 120-121. 



88 
 

 
 

delmikian relntan belrakibat mulncullnya kelselwelnang-welnangan dan belrbagai 

macam pelnyimpangan olelh Kelpala Delsa, ulntulk melnghindari mulncullnya 

kelselwelnang-welnangan dan belrbagai macam pelnyimpangan olelh Kelpala Delsa. 

Mellihat dari selgi kelmanfaatnya bahwa pultulsan Hakim Mahkamah Konstitulsi 

Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 melmiliki tuljulan yang lulas dalam melwuljuldkan dan 

mellindulngi elksistelnsi dalam melmellihara jiwa, melmellihara akal dan 

melmellihara harta, karelna delngan melmbatasi masa jabatan selorang Kelpala 

Delsa melru lpakan wuljuld dari pelntingnya mas{lah{ah al-da{rul>riyyah. Delngan 

delmikian pultulsan ini belrsifat prioritas dalam kelhidulpan belrmasyarakat. 

Mas{lah{ah dilihat dari selgi kelbelradaan mas{lah{ah nya melnulrult syara’, 

antara lain:  

1. Mas{lah{ah al-Mul’tabaroh 

Mas{lah{ah al-Mul’tabaroh melrulpakan kelmaslahatan yang 

kelbelradaanya dijellaskan dan diakuli olelh nash, baik dari belntulk maulpuln 

jelnis artinya. Dan dijellaskan langsulng olelh dalil selcara elksplisit mellaluli al-

Qulr’an, al-Sulnnah, dan ijma’. Kelmaslahatan ini dapat dijadikan selbagai 

landasan hulkulm melnulrult kelselpakatan para ullama. 

2. Mas{lah{ah al-Mullg{hah 

Mas{lah{ah al-Mullg{ah melru lpakan kelmaslahatan yang kelbelradaanya 

ditolak olelh syara’ dalam sulatul keljadian karelna belrtelntangan delngan ajaran 

Islam. Kelmaslahatan ini tidak dapat dijadikan selbagai landasan hulkulm 

melnulru lt kelselpakatan para ullama. 
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3. Mas{lah{ah Mulrsalah  

Mas{lah{ah mulrsalah melrulpakan kelmaslahatan yang dipandang baik 

olelh akal, seljalan delngan tuljulan syara’ dalam melneltapkan hulkulm, namuln 

tidak ada peltulnjulk syara’ yang melmpelrhitulngkannya dan tidak ada pulla 

peltulnju lk syara’ yang melnolaknya. Ataul mas{lah{ah yang kelbelradaannya 

tidak disinggulng-singgulng olelh syara’. 70  

Dalam Islam selndiri pelmbahasan melngelnai pelmbatasan masa jabatan 

tidak diatu lr selcara deltail dan selorang pelmimpin pada masa telrselbult melmelgang 

kelkulasaannya sellama masih hidulp dan mampul melnjalankan 

kelpelmimpinannya selsulai delngan syariat Islam. Namuln pada masa modelrn ini, 

telrultama di Indonelsia selndiri yang melnganult sistelm delmokelrasi, hal delmikian 

melnimbullkan kelmadaratan karelna tidak selsulai delngan idelologi dasar nelgara 

Indonelsia. Delngan delmikian pultulsan Hakim Mahkamah Konstitulsi Nomor 

42/PUlUl-XIX/2021 yang melmpelrjellas masa jabatan selorang Kelpala Delsa 

melnjadi su lmbelr kelmaslahatan yang didasarkan pada mas{lah{ah mulrsalah, 

dimana pada prosels pelrtimbangan hu lkulmnya didasarkan pada nalar Hakim dan 

keltelntulan hulkulm yang belrlakul yang tidak belrtelntangan delngan syara. 

Mas{lah{ah dilihat dari selgi kandulngan mas{lah{ah nya, antara lain:  

1. Mas{lah{ah al-‘ammah 

Mas{lah{ah al-‘ammah melrulpakan kelmaslahatan ulmulm yang 

melnyangkult kelpelntingan orang banyak. Dan yang dimaksuld delngan 

 
70 Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, Ushul Fiqh, hlm. 152. 
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kelmaslahatan ulmulm selndiri ialah kelmaslahatan yang tidak belrarti ulntulk 

kelpelntingan selmula orang teltapi bisa saja ulntulk kelpelntingan mayoritas 

ulmat. 

2. Mas{lah{ah al-Khas{s{ah 

Mas{lah{ah al-Khas{s{ah melrulpakan kelmaslahatan pribadi yang 

melnyangkult kelpelntingan diri selndiri. Dan kelmaslahatan ini sangat jarang 

selkali, selpelrti kelmaslahatan yang belrkaitan delngan pultulsnya hulbulngan 

pelrkawinan selselorang yang dinyatakan hilang.71   

Belntulk dari mas{lah{ah yang ditinjaul dari selgi kandulngan 

kelmaslahatannya melmpulnyai fulngsi ulntulk melnelntulkan prioritas yang mana 

selmelstinya haruls didahullulkan apabila telrdapat kelmaslahatan yang 

belrtelntangan antara kelmaslahatan ulmulm delngan kelmaslahatan pribadi. Dan 

dianjulrkan dalam Islam apabila telrdapat pelrtelntangan kelmaslahatan selpelrti itul, 

maka yang haruls didahullulkan adalah kelmaslahatan ulmulm daripada 

kelmaslahatan pribadi. Mellihat pokok pelrmohonan pultulsan Hakim Mahkamah 

Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 yang diajulkan olelh selselorang yang hak 

konstitulsionalnya melrasa dirulgikan olelh Pasal 39 ayat (2) UlUl 6/2014 dan 

Pelnjellasan Pasal 39 UlUl 6/2014.72 Namuln delmikian Hakim dalam melmultulskan 

pelrkara telrselbult belrorielntasi pada prinsip kelmaslahatan ulntulk selmula 

masyarakat, walaulpuln pelrkara telrselbult diajulkan olelh pelmohon yang 

notabelnnya pelrselorangan karelna kelbelrlakulan pultulsannya belrsifat ulmulm dan 

 
71 Muksana Pasaribu, “Maslahat, hlm. 355. 
72 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 42/PUU-XIX/2021  
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melmiliki pelngarulh telrhadap hulkulm di Indonelsia. Dalam hal ini Hakim 

konstitulsi selcara tidak langsulng tellah melnelrapkan prinsip melndahullulkan 

mas{lah{ah al-‘ammah daripada mas{lah{ah al-Khas{s{ah.      

Mas{lah{ah dilihat dari selgi belru lbah ataul tidaknya mas{lah{ah, antara lain: 

1. Mas{lah{ah as{-S{abit{ah 

Mas{lah{ah as{-S{abit{ah melru lpakan kelmaslahatan yang belrsifat teltap, 

tidak belrulbah sampai akhir zaman. Misalnya, kelwajiban dalam hal ibadah 

shalat. 

2. Mas{lah{ah al-Multag{ayyirah 

Mas{lah{ah al-multag{ayyirah Melrulpakan kelmaslahatan yang melmiliki 

sifat belrulbah-ulbah selsulai delngan pelrbeldaan waktul dan telmpat selrta sulbjelk 

hulkulm. Misalnya, kelmaslahatan yang belrkaitan delngan pelrmasalahan 

mulamalah dan adat kelbiasaan.73 

Kelmaslahatan yang telrkandu lng pada pultulsan Hakim Mahkamah 

Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 telrkait pelnjellasan masa jabatan Kelpala 

Delsa telrmasulk dalam mas{lah{ah as{-s{abit{ah, karelna pultulsan Mahkamah 

Konstitulsi belrsifat final dan melngikat, artinya tidak ada lagi ulpaya hulkulm 

seltellah pultulsan MK dipultulskan. Delngan delmikian kelmaslahatan telrkandulng 

dalam pultu lsan telrselbult dapat dirasakan kelbelrmanfaatannya sampai kapanpuln. 

Dari analisis diatas bahwa selcara ulmulm dalam pandangan prinsip 

mas{lah{ah pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa pada Pultulsan Mahkamah 

Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021 suldah melmelnulhi keltelntu lan ataul prinsip 

 
73 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat”, hlm. 159-160. 
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kelmaslahatan. Karelna pada dasarnya seltiap Hakim dalam melmu ltulskan pelrkara 

sellalul belrorielntasi pada kelbelrmanfaat ulntulk ulmulm, telrmasulk dalam 

pelmbatasan masa jabatan Kelpala Delsa ini. Tuljulannya agar tidak mulncullnya 

kelselwelnang-welnangan dan belrbagai macam pelnyimpangan olelh Kelpala Delsa. 

Melnulrult pelnullis pelmbatasan masa jabatan yang dipelrjellas olelh Pultulsan Hakim 

telrselbult su ldah melmelnulhi prinsip kelmaslahatan dimana hakim dalam seltiap 

melmpelrtimbangkan dalil pelmohon sellalul melnggulnakan nalar yang 

belrorielntasi pada asas kelmanfaatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Belrdasarkan hasil pelmbahasan pelnellitian melngelnai pelmbatasan masa 

jabatan Kelpala Delsa belrdasarkan Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 

42/PUlUl-XIX/2021 pelrspelktif mas{lah{ah, pelnullis melnarik kelsimpullan selbagai 

belrikult: 

1. Pelrtimbangan hakim dalam melmu ltulskan pelmbatasan masa jabatan Kelpala 

Delsa pada Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021, 

bahwa Majellis Hakim melmultulskan melngabullkan pelrmohonan pelmohon 

ulntulk selbagian yang melnyatakan telrkait pelnjellasan Pasal 39 Ulndang-

Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa sangat belrtelntangan delngan 

UlUlD NRI 1945 dan tidak melmiliki kelkulatan hulkulm yang sangat melngikat 

selcara belrsyarat. Pultulsan a qulo melngabulrkan dan melnimbullkan 

keltidakpastian hulkulm selrta bisa belrpotelnsi melnyelbabkan Kelpala Delsa yang 

melnjabat lelbih dari 3 (tiga) pelriodel, karelna dalam pelnjellasan pultulsan a qulo 

bisa dimaknai bahwa pelrhitulngan Kelpala Delsa yang tellah melnjabat 3 (tiga) 

pelriodel selmata-mata dihitulng pelngangkatannya belrdasarkan Ulndang-

Ulndang Nomor 32 Tahuln 2004. Delngan belgitul, makna 3 (tiga) pelriodel yang 

dimaksu ld dalam Ulndang-Ulndang Delsa haruls ditelmpatkan selbagai variabell 

yang diultamakan, dan karelnanya olelh Mahkamah Konstitulsi dirulbah 

rulmulsan bagian pelnjellasan Pasal 39 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 6 

Tahuln 2014 telntang Delsa. Selhingga pelrhitulngan 3 (tiga) pelriodel dilihat 
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selcara faktulal kelsellulrulhan selorang Kelpala Delsa tellah melnjabat. sellain itu, l 

pelriodisasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksuld belrlakul ulntu lk Kelpala Delsa 

baik yang melnjabat di delsa yang sama maulpuln yang melnjabat di delsa yang 

belrbelda.  

2. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam pandangan mas{lah{ah sudah memenuhi 

ketentuan atau prinsip kemaslahatan dan secara keseluruhan termasuk 

dalam konsep mas{lah{ah. Mulai mas{lah{ah dilihat dari segi kualitas dan 

kepentingan ma{slah{ah hal ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah al-

daru>riyyah, karena putusan a quo memiliki tujuan yang luas dalam 

mewujudkan dan melindungi eksistensi dalam memelihara jiwa dan putusan 

ini bersifat prioritas dalam kehidupan masyarakat. Dari segi keberadaan 

mas{lah{ah putusan ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah mursalah, karena 

putusan a quo secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan 

menolaknya tetapi keberadaan peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat 

yaitu untuk menghindarkan pada kemudaratan. Dilihat dari segi kandungan 

mas{lah{ah putusan MK ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah al-‘ammah, 

karena Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut berorientasi 

pada prinsip kemaslahatan untuk semua masyarakat, walaupun perkara ini 

diajukan oleh pemohon yang notabenya perseorangan tetapi keberlakuan 

putusannya bersifat umum dan memiliki pengaruh terhadap hukum di 

Indonesia. Kemudian dari segi perubahannya putusan ini termasuk dalam 

kategori mas{lah{ah as{-s{abit{ah, karena putusan MK bersifat final dan 
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mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan MK 

diputuskan. Dengan demikian kemaslahatan yang terkandung dalam 

putusan tersebut dapat dirasakan kebermanfaatnnya sampai kapanpun.  

B. Saran 

Belrdasarkan kelsimpullan-kelsimpullan yang suldah dijellaskan di atas, 

pelnullis akan melnyarankan belbelrapa hal ulntulk para pihak selbagai belrikult: 

1. Telrultama ulntulk kalangan pelmelrintahan (baik pelmelrintahan elkselkultif 

maulpuln pelmelrintahan lelgislatif), dipelrlulkan kajian lanjultan telrhadap 

Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Delsa gulna dilakulkan 

pelndalaman dan analisis-analisis telrhadap pasal-pasal di dalamnya, 

selhingga tidak belrtelntangan delngan UlUlD 1945 dan lelbih melmelnulhi nilai 

kelmanfaatan, keladilan, dan yang pasti melmelnulhi nilai kelpastian hulkulm.  

2. Bagi masyarakat, haruls melnaati pelratulran-pelratulran yang tellah diteltapkan 

olelh nelgara, agar tatanan pelmelrintahan julga bisa belrjalan delngan baik. 

Sellain itul, bagi selorang Kelpala Delsa yang notabelnya melru lpakan peljabat 

telrtinggi yang ada di Delsa diharapkan melmbelrikan alasan selrta tuljulan 

dalam melngajulkan ulsullan pelrpanjangan masa jabatan Kelpala Delsa delngan 

tidak melmikirkan kelpelntingan individul, kellompok, ataulpuln yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU: 

  

Ad Damiji, Abdullloh Ibn Ulmar. Al Ima>mah Al-Ul’dzma. Riyadz: Darult Thibah, 

1409 H.  

 

Al-Qaradhawi, Yulsulf. Fikih Daullah. telrj. Kathulr Sulhardi. Jakarta: Pulstaka al-

Kaultsar, 2018.  

 

Al- Qarafi. Syarh Tanqih al-Fusul. Bairut: Daar al-Fikr. 

 

A. R, Mulhammad Yu lsulf. Pelranan Kelpala Delsa dalam Melnjalankan Prinsip-

Prinsip Good Gove lrnacel (Stuldi Kasu ls Delsa Sulmbelrselwu l, Kelcamatan 

Mulncar, Kabu lpateln Banyu lwangi). Jelmbelr: Institult Islam Nelgelri Jelmbelr, 

2020.  

 

Arto, Mu lkti. Praktelk Pelrkara Pelrdata pada Pelngadilan Agama. Yogyakarta: 

Pulstaka Pellajar, 2004. 

 

Asshiddiqel, Jimly. Pelngantar Ilmul Hulku lm Tata Nelgara. Jakarta: Rajawali Prelss, 

2019.  

 

Astomo. Pultelra. Hulkulm Tata Nelgara Telori dan Praktelk. Yogyakarta: Pelnelrbit 

Thafa Meldia, 2014. 

 

Aziz, Abdull. Kelrulcult Kelkulasaan pada Zaman Awal Islam. Jakarta: Pulstaka 

Alvabelt, 2016.  

 

Hulda, Ni’matu ll. Hulkulm Pelmelrintahan Delsa Dalam Konstitulsi Indonelsia Seljak 

Kelmelrdelkaan Hingga Relformasi. Malang: Seltara Prelss, 2015. 

 

Ilyas, Amir. Ku lmpullan Asas-Asas Hulkulm. Jakarta: Rajawali, 2016.  

 

Mahkamah Konstitu lsi Relpulblik Indonelsia. Hulkulm Acara Mahkamah Konstitulsi. 

Jakarta: Kelpanitelraan dan Selkreltaris Jelndelral Mahkamah Konstitu lsi.  

 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT. Kharisma 

Putra Utama, 2015.  

 

Mulhaimin. Meltodel Pelnellitian Hulkulm. Mataram: Ulnivelrsity Prelss, 2020.  

 

Patriata, Welstra. Elnsiklopeldia Administrasi. Jakarta: CV. Haji Masagulng, 1989. 

 



 
 

 
 

Piuls, A. Partanto. dan M. Dahlan Al Barry. Kamuls Ilmiah Popu llar. Sulrabaya: 

Arkola, 2001.  

 

Pullulngan, Sulyathi. Fiqh Siya>sah: Ajaran Seljarah dan Pelmikiran. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Pelrsada, 2002.  

 

Rachman, Buldhy Mulnawar. Argulmeln Islam Ulntulk Selkullarismel. Jakarta: Grasindo, 

2010. 

 

Rasyid, Laila M. dan Helrinawati. Modull Pelngantar Hulkulm Acara Pelrdata. Ulnimal 

Prelss, 2019. 

 

Rosyadi, Imron. Dan Mu lhammad Minu ldinilillah Basri. Ulshull Fiqh Hu lkulm 

Elkonomi Syariah. Sulrakarta: Mu lhammadiyah Ulnivelrsity Prelss, 2020.  

 

Siahaan, Marularar. Hulkulm Acara Mahkamah Konstitulsi. Jakarta: Konstitu lsi Prelss, 

2005. 

 

Soimin dan Mashu lriyanto. Mahkamah Konstitulsii dalam Sistelm Keltatanelgaraan 

Indonelsia. Yogyakarta: UlII Prelss, 2013. 

 

Sulnaryo, Agu ls. dkk. Peldoman Pelnullisan Skripsi Fakulltas Syariah. IAIN 

PUlRWOKElRTO, 2019.  

 

Syarifulddin, Amir. Ulshull Fiqh Jilid 2. Jakarta: Prelnanda Meldia, 2008. 

 

Tamrin, Dahlan. Filsafat Hulkulm Islam (Filsafat Hu lkulm Kellularga Islam). Malang: 

UlIN Malang Prelss, 2007.  

 

Tim Reldaksi. Kamuls Bahasa Indonelsia. Jakarta: Pulsat Bahasa Delpdiknas, 2008.  

 

Yulswalina, dan Ku ln Bu ldianto. Hulkulm Tata Ne lgara di Indonelsia. Malang: Se ltara 

Prelss, 2016.  

 

JURNAL:  

 

Ahmad, Julmal. “Delsain Pelnellitian Analisis Isi (Contelnt Analysis)”. Julrnal 

Relselarch Gatel. Vol. 5, no. 9, 2018. 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804. 

 

Aritonang, Dinoroy M. “Kelbijakan Delselntralisasi Ulntulk Delsa Dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 Telntang Delsa”. Julrnal Lelgislasi Indonelsia. 

Vol. 12, no. 3, 2016. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415. 

 

https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.415


 
 

 
 

Darmadi, Nanang Sri. “Kelduldulkan dan Welwelnang Mahkamah Konstitulsi Dalam 

Sistelm Hulkulm Keltatanelgaraan Indonelsia”. Julrnal Pelmbaharulan Hulkulm. 

Vol. II, no. 2, 2015. https://dx.doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783. 

 

Hamrin, dan Albelrt Tanjulng. “Politik Hulkulm Pelmelkaran Daelrah Dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 23 Tahuln 2004 Telntang Pelmelrintahan Daelrah” julrnal 

Hulkulm Nasional. Vol. 2, no. 1, 2020. 

http://dx.doi.org/10.47313/njl.v2i1.818 

 

Hardianto, Danang. “Hakim Konstitulsi Adalah Hati Dalam Tulbulh Mahkamah 

Konstitu lsi”. Julrnal Konstitulsi. Vol. 11, no. 2, 2014. 
https://julrnalkonstitulsi.mkri.id/indelx.php/jk/articlel/vielw/1126/27  

 

Hulda, Miftakhull. “Ulltra Peltita dalam Pelnguljian Ulndang-Ulndang” Julrnal 

Konstitulsi. Vol. 4, no. 3, Jakarta: Mahkamah Konstitulsi Relpu lblik Indonelsia. 

https://doi.org/10.31078/jk1238. 

 

Ihsan, Relza Noor. dan Ifrani. “Sanksi Pidana Minimulm Khulsuls Dalam Tindak 

Pidana Korulpsi Ditinjaul Dari Suldu lt Pandang Keladilan” Julrnal Al-‘adl. Vol. 

IX, no. 3, 2017. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400. 

 

Kho, Indra. Dan Ning Adiasih. “Analisis Atas Pe lrtimbangan Hakim Dalam 

Melmultu ls Pelrkara Pelrdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BTM Ditinjaul 

Dasas U lltra Peltita Peltitulm Partiu lm Delngan Adanya Tu lntu ltan Su lbsidair 

Dalam Gulgatan ElX AElQUlO ElT BONO”. Julrnal Hulkulm Adigama. Vol. 14, 

no. 1, 2021. https://www.scribd.com/doculmelnt/597526498/julrnaladm-

Indra-Kho-1 

 

Lulthfy dan Riza Mulltamaz. “Masa Jabatan Kelpala Delsa Dalam Pelrspelktif 

Konstitu lsi”. Julrnal Masalah-Masalah Hulkulm. Vol. 48, no. 4, 2019. 

https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330. 

 

Marzulki, M Laica. “Konstitulsi dan Konstitulsionalismel”. Julrnal Konstitulsi. Vol. 7, 

no. 4, 2016. https://doi.org/10.31078/jk741. 

 

Pasaribul, Mu lksana. “Maslahat dan Pe lrkelmbangannya Selbagai Dasar Pelneltapan 

Hulkulm Islam”. Julrnal Ju lstitia. Vol. 1, no. 4, 2014. http://julrnal.ulm-

tapsell.ac.id/indelx.php/Julstitia/articlel/vielw/23  
 

Rulsdi, Mu lhammad Ali. “Maslahat Se lbagai Meltodel Ijtihad dan Tu ljulan Ultama 

Hulkulm Islam”. Julrnal Syari’ah dan Hu lkulm. Vol. 15, No. 2. 2017. 

https://www.nelliti.com/pulblications/285654/maslahat-selbagai-meltodel-

ijtihad-dan-tuljulan-ultama-hulkulm-islam  
 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27
http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400
https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1
https://www.scribd.com/document/597526498/jurnaladm-Indra-Kho-1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e3d3954d2e6f2c6bJmltdHM9MTY5NjU1MDQwMCZpZ3VpZD0wNGU0NjhjZS1jNDA0LTY2MzktMTAzNi03YjZjYzU1MjY3NDEmaW5zaWQ9NTAwMw&ptn=3&hsh=3&fclid=04e468ce-c404-6639-1036-7b6cc5526741&u=a1aHR0cDovL2p1cm5hbC51bS10YXBzZWwuYWMuaWQvaW5kZXgucGhwL0p1c3RpdGlhL2FydGljbGUvdmlldy8yMw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e3d3954d2e6f2c6bJmltdHM9MTY5NjU1MDQwMCZpZ3VpZD0wNGU0NjhjZS1jNDA0LTY2MzktMTAzNi03YjZjYzU1MjY3NDEmaW5zaWQ9NTAwMw&ptn=3&hsh=3&fclid=04e468ce-c404-6639-1036-7b6cc5526741&u=a1aHR0cDovL2p1cm5hbC51bS10YXBzZWwuYWMuaWQvaW5kZXgucGhwL0p1c3RpdGlhL2FydGljbGUvdmlldy8yMw&ntb=1
https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam
https://www.neliti.com/publications/285654/maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-utama-hukum-islam


 
 

 
 

Ullya, Nanda Himmatull.“Konselp Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-

Bulthi”. Julrnal al-Maslahah, Vol. 15, no. 2, Delselmbelr 2019, hlm. 207. 

https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454. 

 

SKRIPSI: 

 

Ikhya’uldin, Imam. “Konselp Ima>mah Melnulrult Ali Syar’ati”. Skripsi ditelrbitkan. 

Yogyakarta: Ulnivelrsitas Islam Nelgelri Sulnan Kalijaga, 2019.  

 

Nulr, Iffatin. Dialelktika Telks dan Kontelks Maqashid Syariah Dalam Meltodel 

Istinbath Hulkulm 4 Madzhab Belsar. Tullulngagulng: STAIN Tullulngagulng 

Prelss, 2014.  

  

Nulrisman, Mu lhammad. “Konstitulsionalitas Pelmbatasan Pelriodel Masa Jabatan 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD Relpulblik Indonelsia Pelrspelktif Maslahah 

Mulrsalah”. Skripsi ditelrbitkan. Yogyakarta: Ulnivelrsitas Islam Nelgelri 

Sulnan Kalijaga, 2022. 

 

Rahadiyanti, Widya. “Analisis Yulridis Pelrtimbangan Mahkamah Konstitulsi Dalam 

Pelmbatasan Pelriodisasi Masa Jabatan Kelpala Delsa (Stuldi Kasuls: Pultulsan 

Mahkamah Konstitulsi RI Nomor 42/PUlUl-XIX/2021)”. Skripsi ditelrbitkan. 

Ulnivelrsitas Nasional, 2022.  

 

Ridwan. “Pelmbatasan Masa Jabatan Pelmimpin Dalam Nelgara Modelrn Melnulrult 

Yulsulf Al-Qaradhawi dan Rellelvansinya Delngan Pasal 7 UlUlD 1945”. Skripsi 

ditelrbitkan. Banda Acelh: Ulnivelrsitas Islam Nelgelri Ar-Raniry, 2021.  
 

Swasono, Pulrna Hadi. “Analisis Fiqh Siya>sah Telntang Masa Jabatan Kelpala Delsa 

(Stuldi Telrhadap Pasal 33 Hulrulf l Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 

Telntang Delsa)”. Skripsi ditelrbitkan. Sulrabaya: Ulnivelrsitas Islam Nelgelri 

Sulnan Ampell, 2019.  

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: 

 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 43 Tahuln 2014 Pasal 25 dan 26 telntang Delsa. 

 

Pelrmelndagri Nomor 112 Tahuln 2014 Pasal 1 Angka 7 telntang Pelmilihan Kelpala 

Delsa.  

 

Salinan Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 42/PUlUl-XIX/2021. 
 

Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa 

 

Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah. 

 

 

https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


